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Menimbang

Mengingat

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 259 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2Ol7 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Strategis Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun
2025-2029;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4

Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahut 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keg'a
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
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3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);

4. Undang-Undang Nomor 1O3 Tahun 2024 tentang
Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024
Nomor 289, Tambahan l.embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 7O4O);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 20O8 tentang
Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangu.nan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2O2S tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor l9);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2Ol7 tentang tata Cara Perencanaan, pengendalian
dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dal Rencana Keq'a
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2O17 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2Ol9 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor O5O-5889
Tahun 2O2l tentang Hasil Verifrkasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodelikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2O25 tentang
Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor O5O-5889 Tahun 2O21 tentang Hasil
Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;
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Menetapkan

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 TaIrun 2025
tentang Pedoman Penyu.sunan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-
2029;

1 I . Peraturan Daera-h Provinsi Jawa Barat Nomor 13
Tahun 2024 tentatg Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (l,embaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4
Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaal
Pembangunan Daerah (L,embaran Daerah Kabupaten
Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (kmbaran Daerah
Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1l
Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor l2l ).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut
Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Ra}yat Daerah yang

selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga
perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan
sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.



5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

6. Kecamatan merupakan wilayah ke{a Camat
sebagai Perangkat Daerah.

7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dal
Inovasi Daerah atau yang disebut dengan
Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Bupati dalam melaksalakan fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan bidang
perencanaan, penelitian, dan pengembangan
daerah.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yalg
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program
prioritas dan batas maksimal anggaran yang
diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap
prograrn dan kegiatan sebagai acuan da_lam
penyusunan rencana kerja dan anggaran
Perangkat Daerah.

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

ll. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah
dokumen perencanzran Daerah Kabupaten
Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.

12. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut
Renstra adalah dokumen perencanaan Kecamatan
Banjaran untuk periode 5 (lima) tahun.

13. Rencana Ke{a Pemerintah Daerah yang
selaljutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan pembangunan daerah untuk periode
1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja yang selanjutnya disebut Renja
adalah dokumen perenc€rnaan Kecamatan
Banjaran untuk periode 1 (satu) tahunan.

15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu
Peralgkat Daerah, serta pagu zrnggzrran sementara
yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran
(KUA) dan PPAS APBD.

-4-
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BAB II
RUANG LINGKUP

RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 2
Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran merupakan
dokumen perenc€rnaan strategis Kecamatan Banjaran
untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan
fungsi Kecamatan Banjaran yang memuat tujuan,
sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan
dalam Renstra Kecamatan Banjaral yang berpedoman
pada RPJMD tahun 2025-2029.

Pasal 3
Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran bertujuan
untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi
pelaksanaan pembangunan dengan visi misi
RPJMD dan sesuai dengal tugas dan fungsi
Kecamatan Banjaran dalam kerangka waltu
sesuai kapasitas Kecamatan Banjaran dalam
implementasinya;

b. menedemahkan arah dan kebijakan Pemerintah
Daerah terkait perkembangan pelayanan
Kecamatan Banjaran agar lebih dipahami dan
bermanfaat ba gr masyarakat;

c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah
diarahkan untuk menangani isu strategis yang
menjadi prioritas pelayanan Kecamatan Banjaran;

d. menyediakan dasar (benclvnark/ untuk mengukur
sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan
dan sasaran Kecamatan Banjaran;

e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah
yang jelas untuk mencapai tujuan; dan

f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja
Kecamatan Banjaran.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 4
(l) Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029

menjadi pedoman Kecamatan Banjaran dalam
men)'usun Renja Kecamatan Banjaran.
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(21 Renstra Kecamatan Banjaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:

1. latar Belakang;
2. dasar hukum pen5rusunan;
3. maksud dan tujuan; dan
4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanal, permasalahan
dan isu strategis Kecamatan Banjaran paling
sedikit memuat:
1. gambaran pelayanan Kecamatan

Banjaran; dan
2. permasalahan dan isu strategis

Kecamatan Banjaran.
c. bab III tr4iuan, sasaran, strategi dan arah

kebijakan paling sedikit memuat:
1. tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan

Banjaran Tahun 2025-2029 ;

2. strategi Kecamatan Banjaran dalam
mencapai tujuan dan sasaran Renstra
Tahun 2025-2029; dan

3. arah kebijakan Kecamatan Banjaran
dalam mencapai tujuan dan sasaran
Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan. dan
kinerja penyelenggaraan bidang urllsan
paling sedikit memuat:
1. uraian program, kegiatan, subkegiatan,

beserta kinerja, indikator, target, dan
pagu indikatif;

2. uraian subkegiatan dalam rangka
mendukung program prioritas
pembangunan daerah;

3. target keberhasilan pencapaian tqjuan
dan sasaran Renstra tahur. 2025-2029
melalui indikator kinerja utama
Kecamatan Banjaran; dan

4. target kinerja penyelenggaraan urus€rn
pemerintahan daerah Tahun 2025-2029
melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
1. kesimpulan;
2. kaidah pelaksanaan; dan
3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi

terhadap perencanaan dan pelaksanaal
pembangunan.
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(3) Dokumen Renstra Kecamatan Banjaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA

KECAMATAN BANJARAN

Pasal 5
(1) Kecamatan Banjaran melakukan pengendalian

dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra
Kecamatan Banjaran dan evaluasi hasil Renstra
Kecamatan Banjaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan dan dilaporkan kepada
Bupati melalui Kepala Bapperida.

{21 Bapperida melakukan verifikasi atas hasil
pengendalian dan evaluasi yang dilakukan
Kecamatan Banjaran terhadap pelaksanaan dan
hasil Renstra Kecamatan Banjaran.

(3) Camat Banjaran menindallanjuti hasil verilikasi
sebagaimana pada ayat (21 sebagai bahan
penyempurnaan dan perbaikan Renstra
Kecamatan Banjaran.

(41 Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi
sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman
pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA KECAMATAN BANJARAN

Pasal 6
Perubahan Renstra Kecamatan Banjaran dapat
dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Kecamatan Banjaran
mempedomani perubahan RPJMD;

b. perubahan Renstra Kecamatan Banjaran dilakukan
sekurang kurangnya adanya perubahan tujual,
sasaran, prograrn, kegiatan dan sub kegiatan
pembalgunan; dan

c. apabila terdapat perubahan kelembagaan
Kecamatan Banjaran, maka Renstra Kecamatan
Banjaran dapat dilakukan perubahan dengaa tetap
mempedomani program, indikator program dan
pendanaan indikatif dalam RPJMD.
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Pasal 7
Perubahan Renstra Kecamatan Banjaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8
(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang

tercantum dalam Dokumen Renstra Kecamatan
Banjaran Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai
dengan perkembangan peraturan yang berlaku
pada tahun berkenaan.

(21 Dalam hal pelaksanaan Renstra Kecamatan
Banjaraa te{adi perubahan target capaian sasaran
tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasa-ran
pembangunan jangka menengah, perubahan dapat
dilakukan dalam Renja Kecamatan Banjaran.

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja
dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun
keseluruhan pada b"gran tersebut.

(4) Kerangka Pendanaan yang mencalup pendapatan,
belanja dan pembiayaan yarrg tercantum dalam
Peraturan Bupati ini merupakan angka yang
bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan
kebljakan pemerintah pusat, kebijakan
pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan
daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati
diundangkan.

Pasal 9
ini mulai berlaku pada tanggal
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2O25

BANDUNG,

DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

S DAERAH
BAND

AMTYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 259

iv ot)

*

4 PA\)
a
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LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 259 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN BANJARAN
KAE}UPATEN BANDUNG TAHUN 2025-
2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029
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1

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI

NOMOR.....TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BANJARAN TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya
disingkat Renstra merupakan dokumen perencanaan yang memuat tujuan,
sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan

Urusan Pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintaha, pilihan sesuai
dengan tugas dan fungsi setiap kecamatan, termasuk Kecamatan Banjaran.
Renstra disusun sebagai instrumen yang memberikan arah pembangunan,

menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, serta alat ukur kinerla
penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pedoman Peny'usunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 menegaskan

pentingrrya keterpaduan dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perangkat daerah.

Instruksi ini memperkuat posisi Renstra Kecamatan Banjaran sebagai

dokumen yang tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga strategis
dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang terarah,

terukur, dan berkesinambungan.

Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2O212029
merupakan dokumen perencanaan yang menjabarkan RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2O29. Renstra ini berfungsi untuk menerjemahkan

visi, misi, serta program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung ke

dalam langkah-langkah operasional di tingkat kecamatan. Selain itu,
Renstra menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Ke{a (Renja)

Kecamatan Banjaran setiap tahun, serta berperan sebagai instrumen
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evaluasi dan pengendalian pembangunan yang dilaksanakan di wilayah

kecamatan.

Dalam implementasinya, Renstra Kecamatan Banjaran diarahkan

untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumhr daya daerah, menjawab isu-

isu strategis lokal, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang

berorientasi pada hasil. Renstra ini juga berperan penting dalam menjamin

kesinambungan pembangunan dengan tetap mempertimbangkan kondisi

aktual dan potensi lokal. Substansi Renstra menjadi acuan dalam

penyusunan Rencana Ke{a dan Anggaran (RKA) serta Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Banjaran yarlg pada akhirnya
tercermin dalam APBD Kabupaten Bandung, sebagaimana diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Hubungan antara Renstra Kecamatan Banjaran dengan dokumen
perencanaan lainnya di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. RPJP Nasional, RPJPD Provinsi Jawa Barat, dan RPJPD Kabupaten

Bandung

Dokumen perencanaan makro yang bersiliat jangka panjang,

mencakup periode 20 tahun di tingkat nasional, provinsi, dan

kabupaten, serta memuat visi, misi, dan arah pembangunan jangka
panjang.

2. RPJM Nasional, RPJMD Provinsi Jawa Barat, dan RPJMD Kabupaten

Bandung

Dokumen perencanaan berjangka 5 tahun di tingkat nasional,

provinsi, dan kabupaten, dengan pendanaan yang dialokasikan dari
APBN, APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten.

3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung

Dokumen perencanaan tahunan pemerintah Kabupaten Bandung
yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung.

4. Renstra Kecamatan Banjaran

Disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung, yang

merupakan penjabaran visi, misi, dan program kepala daerah.

Penyrrsunannya juga berpedoman pada RPJP Daerah serta

memperhatikan RPJMD Provinsi Jawa Barat dan RPJM Nasional.
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1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Banjaran Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 didasarkan pada

ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Iembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O22 tentaog Cipta Ke{a menjadi
Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

68s6);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Ta}:lun 2O24 Nomor 194);

4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung

di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata

Cara, Penl'usunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata

Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah,

Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
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Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem

Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 1 1 14);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang

Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan

Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun
2025 tentang Perubahan Ke':ga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan
Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahur^ 2O2S-2O29;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Ta}run 2O24 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Ta}l,wn 2024 Nomor l3);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran

Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tatr,wn 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

(Irmbaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Ta}lun 2O25-2029

(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);

15. Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Kedudukan

dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2O25 Nomor 57);
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16. Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun 2025 tentang Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Bandung @erita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025

Nomor 90);

17. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137 /K8P.769-TAPEM/2023
tentang Pelimpahan Sebagian Ke*-enangan Bupati Kepada Camat

Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang menjadi

Kewenangan Daerah;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penl'usunan Rencana Strategis Kecamatan Banjaran (Renstra pD)

Tahun 2025-2029 dilaksanakan sebagai bagran dari siklus perencanaan

pembangunan daerah yang berfungsi memberikan arah, pedoman, dan

landasan bagi setiap Kecamatan Banjaran dalam menjalankan tugas dan
fungsinya selama periode lima tahun ke depan. Renstra pD ini disusun
untuk menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah ke

dalam strategi, kebljakan, program, serta kegiatan yang lebih operasional

sesuai dengan kewenangan Kecamatan Banjaran.

1.3.1 Maksud

Pen5,.usunan Perubahan Rencana Strategis dimaksudkan
sebagai arahan dan pedoman bagi Kecamatan Banjaran untuk
melaksalakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah

ditetapkan. Untuk itu, maksud disusunnya Perubahan Renstra

Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Kecamatan Banjaran Kabupaten

Bandung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Banjaran sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program

dan kegiatan tahunan dalam meLaksanakan tugas pokok dan

fungsi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

2. Menyediakan dokumen perencanaan Kecamatan Banjaran

untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran

kinerja, permasalahan, isu strategis, tujuan, s€rsaran, strategi,

kebijakan, program, dan kegiatan Kecamatan Banjaran sebagai

penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi

Kecamatan Banjaran;
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1.3.2 Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Kecamatan Banjaran

Kabupaten Bandung Ta}:urr 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Kecamatan Banjaran, yaitu untuk mendukung pencapaian visi

dan misi Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung serta

mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama lima tahun ke

depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab

yang diemban Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

2. Memberikan arahan tujuan, sasa.ran, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima
tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan

Banjaran dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;

3. Menyediakan tolok ukur kineda pelaksanaan program dan

kegiatan Kecamatan Banjaran untuk kurun walrtu lima tahun
dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam

melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja Kecamatan

Banjaran;

4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur Kecamatan

Banjaran dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kecamatan

Banjaran yang merupakan dokumen perencanaan tahunan
Kecamatan Banjaran dalam kurun waktu lima tahun;

5. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,

penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap

tahun anggaran selama lima tahun yang akan datang

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Banjaran Kabupaten Bandung Disusun Mengacu Pada Intruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Dengan Susunannya Adalah Sebagai

Berikut :

. Bab I Pendahuluan

Pendahuluan membahas secara ringkas mengenai pengertian renstra

kecamatan banjaran, fungsi renstra daLam penyelenggaraan

pembangunan daerah, proses pen1rusunan renstra kecamatan

banjaran, selain pengertian bab ini menyajikan landasan hukum
yang mengatur struktur, organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan
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a

serta pedoman yang diiadikan acuan, dan penjelasan maksud dan

tujuan penyusunan renstra beserta sistematika penulisan renstra.

Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis

Kecamatan Banjaran

Bab ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi
pelayanan y-ang diselenggarakan oleh kecarnatan banjaran, termasuk

capaian kinerja, pennasalahan yang dihadapi, serta isu-isu strategis

yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan

pembangunan ke depan.

Bab III Trrjuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menjelaskan arah pembangunan yang sistematis dan terarah
melalui penjabaran tujuan, sasararn, strategi, serta kebijakan yang

mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. T\rjuan
pembangunan dirumuskan sebagai bentuk pencapaian jangka

menengah yang menjadi dasar perumusan sasaran yang lebih
terukur

Bab IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Dan Kinerja
Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menggambarkan secara komprehensif pelaksanaan program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka
penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan

daerah. Setiap bidang urusan, baik urusan wajib maupun pilihan,
diuraikan berdasarkan capaian kine{a, alokasi anggaran, serta

tingkat efektivitas pelaksanaannya.

Bab V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting subtansial, kaidah
pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan
pemerintahan daerah.
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BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

KECAMATAN BANJARAN

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu kecamatan di

Kabupaten Bandung yang memiliki peran strategis sebagai pusat

pelayanan masyarakat pada tingkat wilayah. Sebagai perangkat daerah

yang melaksanakan sebagian kewenangan Bupati, kecamatan menjadi

ujung tombak dalam memberikan pelayanan publik, baik yang bersifat

administratif maupun telirris kepada masyarakat. Gambaran pelayanan ini
disusun untuk memberikan pemahaman menyeluruh mengenai kondisi
pelayanan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi

pengembangannya di masa mendatang.

Pelayanan Kecamatan Banjaran mencakup layanan administrasi,
sosial, perizinan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan

upaya penguatan yang sistematis, pelayanan Kecamatan Banjaran dapat
semakin responsif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan
masyarakat.

2.1.1 Tlrgas, Fungsi, dan Struktur Kecn rnatan Banjaran

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah, daerah kabupaten/kota membentuk

kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi
penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan

pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 90 Tahun

2025 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung, kecamatan dipimpin
oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai tugas

pokok memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan,

melaksanakan, dan mengendalikan tugas umum pemerintahan

serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
menangani sebagian urusan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Camat mempunyai

fungsi sebagai berikut:
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a. Perumusan, pengaturan, pengkoordinasian, pembinaan dan

pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan

ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;

b. Penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi tugas bidang

pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan

ketertiban umum, pembangunan, dan sosial budaya;

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian

kineda

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Camat

melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan Daerah. Kecamatan dipimpin oleh Camat berada

dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah. Adapun Struktur Organisasi Kecarnatan Banjaran terdiri
dari :

a. Camat

b. Sekretaris Camat,

membawahi:

. Sub Bagran Umum dan Kepegawaian

. Sub Bagran Keuangan Program dan Keuangan

c. Seksi-seksi, terdiri dari :

. Seksi Pemerintahan.

. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

. Seksi Sosial Budaya

. Seksi Pemberdayaan Msyarakat

d. Kelompok Jabatan Fungsional
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Gambaran organisasi tersebut dapat diperjelas melalui

struldtur organisasi Kecamatan Banjaran sebagai berikut :

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Banjaran

Sumber :Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

A. Sekretariat Kecamatafl

Camat membawahkan seorang Sekretaris Kecamatan yang

mempunyai tugas pokok merumuskan rencana ke4'a

kesekretariatan yang meliputi pelayanan perencanaan, umum dan

kepegawaian, keuangan serta, evaluasi dan pelaporan serta

mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana kerja kesekretariatan;

b. Pengumpulan, pengolahan usulan program dan kegiatan;

c. Penyelenggaraan tugas-tugas keselaetariatan;

d. Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan

umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi

dan pelaporan;

e. Pengkoordinasian dan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi

Terpadu Kecamatan (PATEN);

f. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya; dan

g. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian

kinerja sekretariat.

Sekretaris Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya

membawahkan 2 (dua) subbagian yaitu Subbagian Program dan

Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Sekretaris
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sebagai Pejabat Penilai Kinerja melaksanakan penilaian kine{a

pada kedua Subbagian tersebut.

B. Subbagian Program dan Keuangan

Sub Bagran Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bagian (Kasubbag). Kasubbag Program dan Keuangan

mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan rencana

dan program serta pengelol,aan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Program

dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Kecamatan sesuai

dengan hasil musrenbang, visi dan misi, rencana strategis

Kecamatan dan Daerah;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian dan Seksi untuk

penyusunan dan penetapan rencana kerja Kecamatan;

c. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbag Umum dan

Kepegawaian untuk penl'r.rsunan tugas dan fungsi Kecamatan;

d. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan

pengelolaan administrasi dan pertaaggungiawaban pengelolaan

keuangan Kecamatan;

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk

pengelolaan administrasi dan pertanggungiawaban pengelolaan

keuangan Kecamatan;

f. Pelaksanaan penJrusunan laporan pengelolaan keuangan

Kecamatan;

g. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi penyusunan

program dan keuangan Kecamatan; dan

h. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan capaian

kinerja Subbagian Program dan Keuangan.

C. Subbagian Umum dan Kepegawaian

Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala

Subbagian (I(asubbag). Kasubbag Umum dan Kepegawaian

mempunyai tugas pokok menJrusun dan melaksanakan pengelolaan

urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, kehumasan dan

keprotokolan, barang milik daerah/ aset dan rumah tangga,

penylapan kebutuhan pegawai, pembinaan dan pengembangan

pegawai serta administrasi kepegawaian lainnya.
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Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Kasubbag Umum

dan Kepegawaian menyelenggarakan fu ngsi:

a. Penyusunan bahan pelaksanaan pelayanan umum dan

kepegawaian, kelembagaan serta ketatalaksanaan;

b. Pelaksanaan koordinasi dengan Subbagian dan Seksi untuk

penyusunan dan penetapan tugas dan fungsi Kecamatan;

c. Pelaksanaan urusan surat men1rurat, kearsipan, perpustakaan,

kehumasan, keprotokolan, barang milik daerah/aset, rumah

tangga kedinasan dan administrasi kepegawaian;

d. Pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai

dengan lingkup tugasnya;

e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja

Subbagian Umum dan Kepegawaian;

f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang

tugasnya.

D. Seksi Pemerintahan

Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

(lksi). Kasi Pemerintahan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan kebijakan teknis operasional, menyusun dan melaksanakan

rencana kerja Seksi Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Seksi Pemerintahan dapat menyeleggarakan sub kegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan

Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal

Terkait.

b. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat

Kecamatan.

c. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di

Kecamatan.

d. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di

Wilayah Kecamatan.

e. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada

M asyarakat di Wilayah Kecamatan.

f. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala

Desa.
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g. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa.

h. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset

Desa.

i. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa.

j. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

k. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan

Perm u syawaratan Desa.

l. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat

Desa.

m. Fasilitasi Peny'usunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif.

n. Fasilitasi Kerja Sama Antardesa dan Kerja Sama Desa Dengan

Pihak Ketiga.

o. Fasilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Rualg

Desa Serta Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

p. Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

E. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Seksi Pemberday-aan Masyarakat dipimpin oleh seorang

Kepala Seksi (Kasi). Kasi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai

tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional,

menyusun dan melaksanalcan rencana ke{a Seksi Pemberdayaan

Masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dapat melaksanakan subkegiatan

sebagai berikut:

a. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat.

b. Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna.

c. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan di Desa.

d. Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di

Wilayah Kerja Kecamatan.

e. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di

Wilayah Kecamatan.

f. Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui

Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya

Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek

Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara.
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g. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja

Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat.

h. Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga.

i. Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan

Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri.

j. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah

Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang

Kepemilikan Rumah.

k. Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan

Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya

Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

1. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat

Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan

Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

m. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf

Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan

Pengembangan Ekonomi Iainnya.

n. Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas

Kelestarian Lingkungan Hidup.

o. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam.

p. Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga.

q. Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam

Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga

Berkualitas.

r. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan

Masyarakat Desa.

F. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan dipimpin oleh seorEulg Kepala Seksi

(Kasi). Kasi Pembangunan mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan kebijakan teknis operasional, men1rusun dan melaksanakan

rencana kerja Seksi Pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Seksi Pembangunan dapat melaksanakan subkegiatan sebagai

berikut:

a. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi

Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana

Pelayanan Umum.
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b. Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan

Umum yang melibatkan Pihak Swasta.

c. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

dengan Pembangunan Desa.

d. Fasilitasi Penetapan lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

e. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di

Wilayah Kecamatan.

G. Seksi Sosial Budaya

Seksi Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Seksi

(I(asi). Kasi Sosial Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan

bahan kebijakan teknis operasional, menJrusun dan melaksanakan

rencana kerja Seksi Sosial Budaya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Seksi Sosial Budaya dapat melaksanakan sub kegiatan sebagai

berikut:

a. Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,

Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta

Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

b. Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi,

Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional.

c. Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa.

d. Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat

Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan

Stabittas Keamanan lokal, Regional, dan Nasional.

e. Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan

Perundang-Undangan.

f. Pengembangan Kehidupan Demokrasi Berdasarkan Pancasila.

g. Pelaksanaan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan

Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh

Instansi Vertikal.

h. Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

i. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan.

j. Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan.

k. Penyediaan Sarana dan Prasarana kmbaga Kemasyarakatan.
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1. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewqfiban Iembaga

Kemasyarakatan.

H. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh

seorang Kepala Seksi (Kasi). Iksi Ketentraman dan Ketertiban

Umum mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan kebijakan

teknis operasional, menl'usun dan melaksanakan rencana kerja

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat menyeleggarakan

program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan

subkegiatan sebagai berikut:

a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,

Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan.

b. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat.

c. Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang T\rgas dan

Fungsinya di Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-

Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

d. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-

Undangan.

e. Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban

Umum.

L Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok

melaksanakan sebagian kegiatan Kecnrnatan secara profesional

berdasarkan disiplin ilmu dan keahliannya serta disesuaikan

dengan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokoknya

bertanggungjawab langsung kepada Camat. Kelompok jabatan

fungsional terdiri atas sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang

jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai

dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok Jabatan Fungsional

dapat dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior dan

ditunjuk di antara tenaga fungsional yang ada di lingkungan

Kecamatan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan dari sifat, jenis,

kebutuhan, dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional
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diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi utama, Camat

mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan dari Bupati untuk

melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah. Pelimpahan kewenangan tersebut

berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan

karakteristik Kecamatan dan/ atau kebutuhan masyarakat pada

Kecamatan yang bersangkutan.

Terkait pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada

Camat, Kabupaten Bandung mengesahkan Peraturan Bupati

Bandung nomor 76 ta}un 2O23 tettang Pedoman Umum

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat untuk

Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi

Kewenangan Daerah. Peraturan tersebut menegaskan bahwa

Kecamatan berkedudukan sebagai Perangkat Daerah sekaligus

penyelenggara urusan pemerintahan umum yang dipimpin oleh

Camat. Pelimpahan sebagian kewenangan tersebut dilaksanakan

untuk mengefektilkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di

Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan.

Uraian pelimpahan kewenangan dimaksud dituangkan pada

Keputusan Bupati nomor 137IKEP.769-TAPEM|2O23. Tabel 2.1

merupakan rincian keputusan tersebut.

Tabel 2. I Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati

Kepada Camat

No Urusan Pemerintahan Kewenangan yang Dilimpahkan

1 Pendidikan

I Fasilitasi keikutse rtaan warga
dalam PAUD, pendidikan
dasar, dan pendidikan
kesetaraan

2. Monitoring dan
kelayakan sarana
pendidikan dasar

fasilitasi
prasarana

2 Kesehatan

3. Fasilitasi penanggulangan
masalah kesehatan masyarakat
tingkat kecamatan

4. Monitoring dan fasilitasi
kelayakan sarana prasarana
Puskesmas, Poskesdes, dan
Puskesmas Pembantu
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No Urusan Pemerintahan Kewenangan yang Dilimpahkan

3

Ketentraman dan
Ketertiban Umum
serta Perlindungan
Masyarakat

5. Fasilitasi pencegahan dan
kesiapsiagaan terhadap
bencana

4 Sosiai
6. Penanganan pertama

kebutuhan dasar mendesak
bagi PPKS

5
Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak

7 Pembinaan organisasi
perempuan tingkat kecamatan

8. Monitoring dan fasilitasi
kebijakan perlindungan
terhadap perempuan dan anak
dari tindak kekerasan

6 Pertanahan

9. Fasilitasi penyelenggaraan
pengadaan tanah untuk
pembangunan bag,

umum

7 Lingkungan Hidup

10. Pengelolaan sampah skala
kecamatan

1 1. Pengelolaan
kecamatan

RTH skala

12. Fasilitasi
desa/kelurahan
lingkungan

pembinaan
berbudaya

13. Fasilitasi
pencemaran
kerusakan lin

pengendalian
d,an/atau

I
Administrasi
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

14. Monitoring dan fasilitasi
layanan serta sarana prasarana
untuk pelayanan dokumen
kependudukan dan catatan
s1

9
Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa

15. Pelantikan Kepala Desa hasil
pemilihan, PAW, dan Penjabat
Kqpala Desa

10
Komunikasi
Informatika

dan

16. Monitoring dan fasilitasi
kelayakan akses jaringan
intemet di kantor Kecamatan,
Desa/ Kelurahan, dan fasilitas
umum

11
Koperasi, Usaha Kecil,
dan Menengah

17. Fasilitasi
koperasi dan
kecamatan

pengembangan
UMKM skala

18. Promosi produk unggulan
UMKM skala kecamatan

t2 Penanaman Modal

19. Fasilitasi dan
pengajuan NIB

pendampingan

20. Monitoring pemanfaatan tanah
sesuai perizinan yang
diterbitkan

13
Kepemudaan
Olahraga

dan 2l.Pembinaan keolahragaan
tingkat kecamatan

I
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No Urusan Pemerintahan Kewenangan yang Dilimpahkan

22.Pembinaan kepemudaan
tingkat kecamatan

14 Kebuda5raan

23. Pemajuan seni dan budaya
tingkat kecamatan

24. Penyelenggaraan pagelaran
seni dan budaya tingkat
kecamatan

15 Pariwisata

25. Pengembangan potensi dan
budaya lokal sebagai destinasi
wisata

26. Fasilitasi pengembangan
desa kampung wisata

27. Pengembangan ekonomi kreatif
bi ta.

t6 Pertanian
28. Monitoring

kelayakan
dan
sarana

fasilitasi
dan

rasarana
Sumber : Keputusan Bupati Nomor 137/ KEP.769-TAPEM|2023

Sumber Daya Kecamatan Banjaran

Sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Banjaran
merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan

tugas pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada
masyarakat. Ketersediaan sumber daya, baik sumber daya

manusia, sarana dan prasarana, maupun aspek keuangan, menjadi
landasan utama dalam mengoptimalkan kinerja perangkat daerah.

Sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Banjaran
terdiri atas ap€rratur dengan kompetensi dan tanggung jawab yang

terstruktur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dukungan
sarana dan prasarana perkantoran, termasuk fasilitas pendukung

lainnya, berperaa dalam meningkatkan efektivitas serta elisiensi

pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu, pengeloiaan sumber

daya keuangan yang transparan dan akuntabel turut menjadi pilar
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
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Gambar 2. 2 Peta Jabatan Kecamatan Banjaran

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran 2025

Kecamatan Banjaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

didukung oleh 26 orang pegawai, terdiri dari 18 orang PNS, 2 Orang

PPPK, 6 Orang Non ASN dengan Peq'anjian Kerja sebagaimana

diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 107 Tahun 2019

tentang Tenaga Non Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah

diubah dengan Perutauran Bupati Bandung Nomor 46 Tahun 2020

Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2Ol9

Tentang Tenaga non ASN. Data selengkapnya dapat dilihat pada

tabel berikut:

Tabel 2. 2 Pegawai Kecamatan berdasarkan Jenis kelamin

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

Tabel 2. 3 Fegawai Kecprnatan berdasarkan Golongan

E3

EIEIII'ETIIEI]XG

EIEEEG]EErII

ffiFl

-

ffiE

No Jenis Kelamin ASN Non ASN Jumlah

1 Laki - laki l5 4 19

2 Perempuan 5 2 7
2 Jumlah 20 26

No Pangkat/ Golongan taki-
Laki Perempuan Total

I Pembina Muda Tingkat I, IV / b 1 0 1

2 Pembina,IV/a 2 0 2

6
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Pangkat/ Golongan
Laki-
Iaki Perempuan Total

a Penata Tingkat I, [I/d 0 I 1

4 Penata, III/c 2 1 3

5 Penata Muda Tingkat I, IIIIb 0 3

6 Pengatur Muda, III/a 2 0 ,
7 Pengatur Tingkat I, IIld 5 0 5

Pengatur, II/ c 1 0 1

9 Pengatur Muda Tingkat I, II/b 0 0 0

10 Pengatur Muda, II/a 0 0 0

11 VII ) 0 ,
Jumlah 15 5 20

Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjatan,2O25

Tabel2.4 Data PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No
Tingkat

Pendidikan

Status
Kepegawaian

Laki-
laki Perempuan Jumlah

PNS CPNS PPPK
I SMA 6 6 6
2 D3 3 2 4 1 5

S1 6 1 4 7

4 qo a ) 3

Jumlah 18 2 74 6 20
Sumber : Kepegawaian Kecamatan Banjaran, 2025

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat,

maka di kecamatan telah dilengkapi dengan gcdung-gedung kantor

dan juga sarana pendukung kelancaran pelayanan maupun

penunjang kegiatan administrasi perkantoran (perangkat keras dan

lunak), sehingga sangat membantu dalam menunjang pelaksanaan

kegiatan baik untuk kebutuhan administrasi perkantoran maupun

pelayanan kepada masyarakat. Ketersediaan dan pemanfaatan

sarana dan prasarana merupakan aspek strategis dalam

mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi pemerintahan,

pelayanan publik, serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Kecamatan Banjaran sebagai bagian dari wilayah

administratif Kabupaten Bandung, memiliki tanggung jawab untuk

memastikan bahwa fasilitas fisik, infrastruktur, dan aset

pendukung lainnya tersedia dalam kondisi yang memadai.

Pengelolaan sarana dan prasarana dilakukan secara terpadu guna

menunjang efektivitas keda aparatur pemerintah kecamatan serta

memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Berikut ini

kami sampaikan barang-barang inventaris yang sangat

berpengaruh dalam mendukung pelaksanaan tugas Instansi

Kecamatan Banjaran.

No

8

J



NO. JEN1S ASET

KONDISI BARANG
JUMLAH
BARANG

SALDO AWAL
PER 31

DESEMBER
2024

AKUMULASI
PENYUSUTAN

SD 3I
DESEMBER

2024

NILAI BUKU
PER 31

DESEMBER
2024

BAIK RUSAK BERAT

I

c

o

4

5

6

Tanah

Peralatan dan Mesin

GedungdmBmgum

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Aset Tetap Iainnya
Konstruksi
Pengeriaan

Dalam

2

373

7

3

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Uflit

Unit

2

373

3

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

5.389.OOO.OOO

1.405.O8a.471

2.411.225.2o0

137.704.W

r.210.146.790

1.175.950.314

137.704.OOO

5.389.OO0.OOO

194.901.681

1.235.274.A42

Total Aset Tetap 3a5 Unit Unit 385 Unit 9.343.Oi7.671 2.s23.8'i1.108 6.a19- 176.563

7

I

9

Aset Tak Berwujud

Aset Lain-Lain/Rusak
Berat
Aset ymg dirnanfaatkm
pihak lain

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

Unit

38

Unit

Unit

Unit

38 al.2oo.4A7 al.20,0.4a7

Total Aset Lainnya Unit 38 Unit 38 Unit 81-200.487 aL.200.487

Total Ast Tetap + Ast
Lainnya

385 Unit 3a Unit 423 Unit 9.424.218.15A 2.605.041.595 6.819. 176.56 3
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Tabel 2. 5 Rekonsiliasi Aset Per 31 Desember 2024

Sumber: Berita Acara Rekonsiliasi Aset Kecamatan Banjaran, 2024

2.t.3

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa

Kecamatan Banjaran telah optimal dalam mengelola barang milik

daerah. Hal itu ditunjukan dari persentase barang milik daerah

dengan kondisi baik terhadap total barang milik daerah yaitu

sebesar 91,O2V". Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum

mampu untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kinerja penyelenggaraan pelayanan pada Kecamatan

Banjaran merupakan cerminan dari upaya perangkat daerah dalam

menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan

kepada masyarakat. Sebagai perangkat daerah yang memiliki

kedudukan strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah

kabupaten dengan kebutuhan masyarakat di tingkat kecamatan,

Kecamatan Banjaran senantiasa berkomitmen untuk memberikan

pelayanan yang optimal, efektil dan berorientasi pada kepuasan

publik. Pelaksanaan pelayanan tersebut tidak hanya ditujukan

untuk memenuhi standar minimal pelayanan, tetapi juga diarahkan

pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang

transparan, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika

masyarakat
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Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang

menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Banjaran

Kecamatan Banjaran merupakan salah satu

kecamatan yang berada di Kabupaten Bandung. l,etaknya

sekitar 19 km di sebelah selatan Kota Bandung dan sekitar

8 km di sebelah timur Soreang, ibu kota Kabupaten

Bandung. Secara geografis, Kecamatan Banjaran terletak

pada koordin at 1O7" 34' - 107"58' Bujur Timur dan 7'2' -
7'4' Lintang Selatan. Berdasarkan kondisi topografinya,

sebagian besar wilayah Kecamatan Banjaran merupakan

daerah dataran dengan ketinggian antara 653 hingga 796

meter di atas permukaan laut. Seluruh desa yang berada di

kecamatan ini terletak di luar kawasan hutan. Kecamatan

Banjaran dialiri oleh Sungai Cisangkuy. Keberadaan sungai

ini sangat menguntungkan terutama bagi sektor pertanian.

Namun demikian, pada musim hujan dengan curah hujan

tinggi, beberapa daerah di Kecamatan Banjaran berpotensi

mengalami banjir.

Adapun batas wilayah Kecamatan Banjaran adalah

sebagai berikut :

. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan

Pameungpeuk KabuPaten Bandung.

. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan

Cimaung Kabupaten Bandung.

. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cimaung

dan Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung'

. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Arjasari

Kabupaten Bandung.
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Gambar 2. 3 Peta Kecamatan Banjaran

Sumber: Kecamatan Banjaran

Luas wilayah Kecamatan Banjaran tercatat seluas

339.560 Ha. terbagi ke dalam luasan masing-masing desa

sebagai berikut :

Tabel 2. 6 Rekapitulasi Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

Sumber: Kecamatan Banjaran,2O24

Kecamatan Banjaran sebagai salah satu wilayah

administratif di Kabupaten Bandung memiliki struktur

No Desa Luas
Wilayah (Ha)

Jumlah Penduduk

Jumlah
KKLaki-laki Perempuan

Jumlah
TotaI

1 Kamasan r27,97 4.231 4.OA7 8.318 2.5t4

Banjaran Wetan 74t,64 9.308 9.1 r5 14.423 5347

3 Banjaran 295.60 5.999 5.941 11.940 3.551

4 Ciapus 2a8.A2 8.O77 7.853 15.930 4.547

Sindangpanon 282 8.076 7.7r3 15.789 4.428

6 Tarajusari 159.563 6.083 6.OO8 t2.o9l 3.560

Kiangroke 204,t 5.336 4.363 9.699 2.964

c Mekarjaya 474,74 5.106 4.491 9.997 3.247

9 Margahurip 152.5 5.987 5.751 11.738 3.645

10 Neglasari 179-725 5.366 5.O16 10.382 3.197

11 Pasirmulya 442 3.321 3.249 6.570 2.036

Jumlah Total 341.560 66.890 63.947 t30.a77 39.4s6
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kewilayahan dan fasilitas yang cukup lengkap dalam

menunjang kehidupan masyarakat. Struktur
pemerintahan tingkat desa di Kecamatan Banjaran terbagi

ke dalam beberapa dusun, Rukun Warga (RW), serta Rukun

Tetangga (RT) yang berfungsi sebagai ujung tombak

pelayanan masyarakat dan penggerak pembangunan di

tingkat akar rumput. Keberadaan dusun, RW, dan RT

tersebut merupakan wujud dari sistem pemerintahan yang

partisipatif, karena masyarakat dapat terlibat langsung

dalam penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, serta

pemberdayaan sosial ekonomi.

Selain struktur kewilayahan, Kecamatan Banjaran

juga ditunjang oleh berbagai fasilitas umum yang tersebar

di setiap desa. Fasilitas tersebut meliputi sarana

pendidikan, kesehatan, peribadatan, ekonomi, serta

infrastruktur sosial lainnya yang berperan penting dalam

meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan

fasilitas yang memadai tidak hanya memperlancar aktivitas

sosial dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi

indikator penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan

dan pemerataan pembangunan di wilayah Kecamatan

Banjaran

Tabel 2. 7 Rekapitulasi Jumlah Dusun, RW, RT, dan Fasilitas

Kecamatan Banjaran

No Desa

Jumlah Jualah Gedung
Sekolah

Jalan (KM)

A

F o v
F a

A.

a
o
!.

-o

v
d

I Karaasan 3 1.2 55 4 4 4 3 1 2 0,3 o

2 Banjaran Wetan 6 20 80 6 2 9 3 2 0,64 5,559 2,026

3 Balrj aran 4 t4 47 4 1 9 3 3 o.72 3.47 o

4 Ciapus 5 19 80 7 1 5 1 1 o l4 4.9

5 Sindangpanon 4 19 74 8 10 4 2 4 o 5,1 3,6

6 Tarajusari 4 14 57 I o o 2

7 Kiangroke 4 13 52 5 7 4 I o,a I

8 Mekarjaya 4 2t 62 7 I I 1 o t2,5 24

9 Margahurip 4 13 60 6 I 2 o 3

10 Neglasari 5 t4 53 6 2 3 1 o 3 2.O 2

l1 Pasirmulva 3 +4 2 0,5 5 5

Jumlah Total 46 172 664 66 37 54 22 15 Lo 45.066 45.213

Sumber: Kecamatan Banjaran, 2O24

sl4 o

6 ,
4

13 4]|212
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Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan

yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Banjaran,

ketersediaan data dan informasi yang akurat serta

mutakhir merupakan faktor penting dalam mendukung

perumusan kebijakan, perencanaan program, dan evaluasi

kineija. Data tersebut mencakup berbagai aspek

penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta

pembangunan masyarakat di wilayah Kecamatan

Banjaran.

Salah satu data strategis yang menjadi perhatian

adalah Data Pensasaran Percepatan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem {P3KE}. Data ini berfungsi sebagai

instrumen penting dalam mengidenti{ikasi keluarga

maupun individu yang termasuk dalam kategori miskin

ekstrem, sehingga dapat menjadi dasar dalam penentuan

kebijakan intervensi sosial, penyaluran bantuan, serta

perencanaan program pemberdayaan masyarakat. Melalui

P3KE, Kecamatan Banjaran memiliki acuan yang jelas

dalam mengoptimalkan koordinasi lintas sektor, baik

dengan perangkat daerah maupull pemerintah desa, guna

memastikan sasaran penerima manf,aat tepat sesuai

dengan kondisi riil di lapangan. Adapun rincian data P3KE

Kecamatan Banjaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Rekapitulasi Data Penerima Bantuan di

Kecamatan Banjaran
Data P3KE
Keluarga
Beresiko
Stuntine

Data CPPD
Guru NgajiDesa/Kelurahan

Data
Keluarga

P3KE
No

72355 401
Desa Banjaran
Wetan

30L40 72 Desa Kiangroke

9 273 Desa Tarqjusari 134

9 29
Desa
Sindanspanon

1574

28379 735 Desa Mekarjaya

11 192026 Desa Margahurip

37t42 77 Desa Banjaran

14 28204t, Desa Neglasari

2A104 II Desa Kamasan

8 1310 Desa Pasirmulya t44

47284 L411 Desa Ciapus

20t 358Jumlah 2.245

ber: Kecamatan
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Stunting merupakan permasalahan gizi kronis yang

berdampak pada kualitas tumbuh kembang anak serta

berimplikasi terhadap kualitas sumber daya manusia di

masa depan. Di Kecamatan Banjaran, upaya

penanggulangan stunting menjadi salah satu prioritas

pembangunan bidang kesehatan dan kesejahteraan

masyarakat. Hal ini dikarenakan prevalensi stunting

masih ditemukan di sejumlah desa dan kelurahan,

meskipun berbagai program intervensi telah dilakukan

secara terpadu oleh pemerintah bersama masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif, dilakukan pemetaan prevalensi stunting

pada tahun 2025 berdasarkan wilayah desa/kelurahan di

Kecamatan Banjaran. Data ini tidak hanya menjadi

instrumen evaluasi atas capaian program penunlnan

stunting yang telah berjalan, tetapi juga berfungsi sebagai

landasan dalam merumuskan kebijakan dan intervensi

lanjutan yang lebih terarah. Sajian data prevalensi

stunting per desa/kelurahan sebagaimana tercantum

pada tabel di bawah ini memberikan inforrnasi mengenai

sebaran kasus secara lebih rinci

Tabel 2. 9 Prevalensi Stunting Berdasarkan Perdesa di
Kecamatan Banjaran

Desa/ Kelurahan
Preva,lensi
Stunting

(vd

Jumlah
Kasus

Jumlah
Balita

Desa Meka{aya 16,93 i61 951

Desa Banjaran Wetan 15,26 183 1. 199

Desa Ciapus t4,87 163 1.096

Desa Sindangpanon a,t2 95 t.t70

Desa Neglasari 5,82 47 808

Desa Margahurip 7,76 6i 786

Desa Kiangroke 6,90 1A 696

Desa Kamasan 1 1,19 64 572

Desa Banjaran Kulon 11,06 78 705

Desa Tarajusari 8,96 7t 792

Desa Pasirmulya lt,52 60 521

Jumlah Kecamatan : 11,O9 1.03 1 9.296
Sumber. Kecamatan Banjaran, 2025
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Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan

publik dan memperkuat peran Kecamatan Banjaran

sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan

kepada masyarakat, telah dilaksanakan dua inovasi

unggulan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat

secara langsung, yaitu Inovasi "Pelajar Senior'' (Pelayanan

Senin Sore) dan Inovasi 'Paket Banjaran" (Pengaduan

Gangguan Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran).

I. Inovasi Pelajar Senior / Pelayanan Senin Sore

Inovasi Pelajar Senior atau Pelayanan Senin Sore

merupakan upaya strategis yang digagas oleh Kecamatan

Banjaran dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

publik kepada masyarakat. Pelayanan ini dilaksanakan

setiap hari Senin pada sore hari sebagai bentuk fleksibilitas

waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat

yang memiliki keterbatasan waktu pada jam keda reguler.

Inovasi ini bertujuan untuk memperluas akses pelayanan,

meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

pemerintah, serta mendorong terciptanya pelayanan publik

yang responsif, adaptif, dan inklusif.

II. Inovasi Paket Banjaran atau Pengaduan Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran

Inovasi Paket Banjaran atau Pengaduan Gangguan

Ketentraman dan Ketertiban di Banjaran merupakan

layanan pengaduan terpadu yang dikembangkan sebagai

sarana bagi masyarakat untuk melaporkan berbagai

gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan Banjaran' Melalui inovasi ini,

masyarakat diberikan kemudahan dalam menyampaikan

laporan secara cepat, tepat, dan terkoordinasi. Inovasi ini

diharapkan dapat mempercepat respons pemerintah

terhadap permasaliahan di masyarakat, meningkatkan

sinergi antarinstansi, serta menjaga stabilitas dan

keharmonisan lingkungan sosial di tingkat kecamatan.
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2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK

Ta}:urr2O2l-2O24

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan

Banjaran menetapkan tujuan jangka menengah dalam

periode Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD)

Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan ini mengandung makna bahwa

Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya harus mampu mewujudkan pelayanan

publik yang andal, empatik, tanggap sesuai prosedur,

serta memberikan jaminan pelayanan yang dapat

diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2. Meningkatkan Kualitas Pemerintahan Desa

Sebagai instansi kewiLayahan, Kecamatan

Banjaran memiliki tanggung jawab untuk memastikan

penyelenggaraan pemerintahan desa bedalan secara

efektif. Hal ini merupakan bagian dari upaya

memperkuat daerah dan desa dalam kerangka Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Selain dua tujuan utama

tersebut, Kecamatan Banjaran juga menetapkan tujuan

non-urusan, yaitu "Meningkatkan Akuntabilitas

Pemerintahan Kecamatan Banjaran". Meskipun tujuan

ini tidak termasuk dalam kine4'a utama, namun

pencapaian akuntabilitas kinerja merupakan

implementasi dari tata kelola pemerintahan yang baik

dan terukur.

Adapun sasaran utama yang ditetapkan dalam

Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2021-2026

sebagai penjabaran dari tujuan di atas adalah sebagai

berikut:

1. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas

pelayanan publik, ditetapkan sasaran

"Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam

penyelenggaraan tata kelola pemerintahan

Kecamatan Banjaran."
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2. Dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas

pemerintahan desa, ditetapkan sasaran

"Meningkatnya perkembangan penyelenggaraan

pemerintahan desa, kewilayahan, dan pembinaan

pemberdayaan masyarakat desa."

3. Untuk mendukung pencapaian tujuan non-urusan,

ditetapkan sasaran "Meningkatnya kualitas kinerja

aparatur dan penyelenggara pelayanan publik."

Setiap Perangkat Daerah berkewajiban untuk

melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan yang

merupakan tugas dan fungsinya. Pencapaian Kinerja

Pelayanan Kecamatan Banjaran merupakan sarana

yang digunakan untuk melakukan pengendalian dan

evaluasi proses perencanaan yang dilakukan sesuai

dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Hasil

evaluasi capaian pelaksanaan urusan dilakukan

dengan melihat bagaimana kinerja pelayanan

Kecamatan Banjaran Kab. Bandung pada 5 Tahun

terakhir yang berhubungan dengan pencapaian

Indikator Sasaran Strategis selama periode tahun 2O2l

sampai tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. lO Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2O2l-2O24

Sumber: Kecamatan Banjaran 2O2l-2O24, diolah

No

Indikator
Kinerja sesuai

Tugas dm
Frrngsi

Perangkat
Daerah

Targct Renstra PD Tahm Kc Realiwi Calnim Tahun Ke- Rasio Capaian Pada Tahun Ke

202r 2022 2023 2024 202r 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024

1

Nilai
Akmtabilitas
Kinerja Instansi
Pemerintah
(AKIP)
Kecamatan

65,24
Poin

o/
Poin

67
Poin

7r,60
Poin

66,30
Poin

66,65
Poin

71,30
Poin

76,45
Poin

lo 1,56%0 99,48o/o 706,42o/o 1O6,48o/o

2
PeNentas
BMD dalm
Kondisi Baik

94o/o 95o/o 96"/o 96,2O"/o 94,7 30/o 95,650/o 9t,7lo/o 99,140/o lOO,78"/o 100,680/o 95,5370 103,06910

3

Nilai Indeks
Kepuasan
Masyarakat
IKrrr)
Keematan
I*IKU}

81
Poin

83
Poin

84,80
Poin 85 Poin

80,31
Foin

84,66
Poin

81,7 1

Foin
85,O 1

Foin 99,ls%o t02,ooo/o 96,360/o 100,o1%
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Berdasarkan data capaian kinerja Kecamatan selama

periode 2O2l t,ir:gga 2O24, dapat dianalisis beberapa

poin penting:

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

Nilai AKIP menunjukkan tren peningkatan yang

positif. Seluruh realisasi capaian mendekati atau

melebihi target yang ditetapkan, dengan rasio

capaian berada pada kisaran 99,4A"/" hingga

1O6,48V". Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat

akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan tugas

pemerintahan di tingkat kecamatan berlangsung

secara konsisten dan dapat dipertanggungiawabkan.

2. Persentase BMD dalam Kondisi Baik

Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berada

dalam kondisi baik sebagian besar melebihi target

tahunan, kecuali pada tahun 2O23 yar,g tercatat

91,7l"/o dengan rasio capaian 95,530/". Meskipun

demikian, secara umum pengelolaan aset daerah

tetap berada pada tingkat yang memadai dan

menunjukkan peningkatan sigrrifikan pada tahun

2024 hingga mencapai rasio 103,06"/", yang

mencerminkan pengawasan dan pemeliharaan aset

daerah yang efektif.

3. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Realisasi IKM cenderung stabil dengan sebagian

besar capaian memenuhi target, dan rasio capaian

berkisar antara 96,36Yo hlrngga 1O2,OOo/". Hal ini

mencerminkan bahwa kualitas pelayanan publik di

kecamatan cukup tinggi dan mengalami perbaikan

pada tahun 2O24, yang menunjukkan responsivitas

pemerintah kecamatan terhadap harapan

masyarakat.
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Berdasarkan capaian kinerja Kecamatan yang

menunjukkan tren positif, terdapat beberapa faktor

pendorong yang dapat diidentifikasi:

1. Penguatan Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Pencapaian nilai AKIP yang konsisten ti.tgg,

menunjukkan bahwa penguatan sistem akuntabilitas

dan manajemen kinerja di tingkat kecamatan

beq'alan efektif. Penggunaan mekanisme monitoring,

evaluasi, dan pelaporan yang sistematis menjadi

salah satu faktor utama keberhasilan dalam

mencapai target akuntabilitas.

2. Pengelolaan Aset yang Efisien dan Terencana

Persentase BMD dalam kondisi baik sebagian besar

melebihi target, yang mencerminkan adanya

pemeliharaan aset daerah secara terencana dan

berkelanjutan. Implementasi prosedur pengawasan,

perav/atan, dan inventarisasi yang tertata

memungkinkan pemanfaatan aset secara optimal

serta meminimalisasi kerusakan atau kehilangan.

3. Fokus pada Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Stabilitas dan peningkatan nilai IKM menandakan

adanya perhatian serius terhadap kepuasan

masyarakat. Faktor pendukungnya meliputi

peningkatan kapasitas aparatur, penerapan prosedur

pelayanan yang standar, serta responsivitas terhadap

masukan masyarakat, sehingga tercipta pelayanan

publik yang lebih efektif dan akuntabel.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran

yang Menjadi Tanggung Jawab Kecamatan Banjaran pada

Renstra Tahun 2021-2026 Mencakup Program, Kegtatan,

dan Subkegiatan

Evaluasi capaian kinerja dan anggaran Kecamatan

Banjaran dalam periode Rencana Strategis (Renstra) Tahun

202l-2026 merupakan bagian penting dari mekanisme

akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Evaluasi ini dilakukan untuk menilai sejauh mana

pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang
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menjadi tanggung jawab Kecamatan Banjaran dapat

mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam dokumen perencanaan

daerah. Proses evaluasi tidak hanya menitikberatkan pada

realisasi anggaran, tetapi juga pada capaian indikator

kinerja yang mencenninkan kualitas pelayanan publik dan

efektivitas tata kelola pemerintahan.

Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan bahwa

Kecamatan Banjaran telah berupaya konsisten dalam

mengimplementasikan program prioritas yang diarahkan

untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada

masyarakat, memperkuat kapasitas aparatur, serta

mendukung percepatan pembangunan desa. Kegiatan yang

dilaksanakan pada setiap tahun anggaran dalam periode

Renstra ini senantiasa diselaraskan dengan tujuan

pembangunan daerah Kabupaten Bandung. Hal ini

mencakup pelaksanaan program pelayanan administrasi

pemerintahan, penguatan partisipasi masyarakat dalam

pembangunan, hingga upaya peningkatan ketertiban

umum dan perlindungan masyarakat.

Untuk memberikan gambaran yang lebih

komprehensif, hasil evaluasi capaian kinerja dan anggaran

Kecamatan Banjaran dalam Renstra 2021-2026 disajikan

pada tabel berikut.
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Tabel 2. I 1 Evaluasi Capaian Kinerja dan Anggaran Periode Rencana Strategis 2021-2026

Prcgrm / Kqiah Iodihbr Kiftrja
Target R.nstra P.rdEkat Derah Ifubupaten / KoATahun Kc' R.aliBBi c@is Talun t(e-
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Soridiui F.8turu
P.ruBd.ng
Unddl8m

Jualah or.ru
Ymg li.ngikutl
Ssidiei
Pautuff
P.rund&g'
Undugm

Orarg oEry 20 Omig lo.0@.000,
00

Om,g Orang o[ry Orary 30,0 OruE
o

9.904.2(D,0
o

Omg oq

Pcrrrtskat Da.fth

Dokumen

klayMr
Adminbtr6i
UEum Xdb!

100 % $.sm-000,
oo

lDO % too % 78.SOO,OOO,
00

l(n % 87.6m.mO
oo

tm% 87.600,000,
0o

100 % 7E.81O,120,
oo

100 % 82.461.480,
00

lm 10s.75S.40
0,m

oa

P.ny.di@ fiqDponcn
Iiltalali
Listrik/ Pen.t@@
Bilguffi Nmtor

Juml6h Palet
Rompt.a
lmta.ldri I,bdk /
PcneEEu
Bangune
N6br Yry
Disdiakan

5 Pak€t
5

4.OOO.m.O s Pakct 5.mo.m.o
o S P6k.t 4.mo,000,o

o S P.k.t 4.mo.mo.o
o

5 Pak.t 5.162,820 t Pakel 1.976 200 .5,OO Pak't 4.979.700,O
o

Paket

kn}!di'd Pcralah
D6 P.rlengkapm
ktor

JuElah Paket
turalah Dd
k.lengkape

Disdiatm

22 Pokct l5.o([.mo.
m 2b Pakel 25,Om.OOO, 26 Pak.t 40.ooo.mo,

@
--- Prker 49.lm.ooo, 26 Paket 49.1m.m0,

m
22 Paket 27.844.400 l5 36.176.800 9,m Pul"tt 5l.913.SO,

m

I o
I

o

o

m

m o

)o

72,213.W,
oo

ro.ooo.ooo. 
Iool o

@
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Pqrm / Kqiab lndihtor Kinerja
Tqet Rensba Ferqkat D&r* IkbuFten / Koa Tahun (e' Rcs.lbi Cryim Tahun Ke

2(n2 2023 2021 2U25 2m6 2@2 2023 2024 2025 2026

) 2

3 4 5 6 a 9 lo ll t2

k Rp K Rp x Rp X Rp K Rp K Rp K Rp ( RP K R X
B
p

P.nr'edi6 P?ralah
Rmah Tmgsa

Jm1ah Paket

Rum6h TarEga
Ymg Dbdial(e

9 Pakct 5.000.m,0
o S Pakct 5.mo.m,o

o S Pak.t 5.(x)0.000,0
0

S hk.t 4.00.fr)o,0
o s Palct 4.000.000,o I kk.t 7.449.m 3 Palet l.*3.1m {,m P*ot 4.SO.400,O

o

ftny.die B..lE
h8tsti* l(ffbr

Juelah Psk t
Bahd hBbtik
l{dbr Ya0g
Di*dirto

2 Palct 3.000.mo,o
o O P6I.t 10,000.000,

m
P6*.t P6tet Paker 2 P&ket 9.500,o00

Pakct Palet Paket

hnyldl.d BarEg
Cohlan h
Parg6nd,6

Jusbh Palet
Barang C.tat n
Dan
Pcnggud.e
Yeg Dircdi..krn

4 P.k.i 5.m0.m,0
o O Prl6t 7.168.m0,o

o 3 Palct 5.mo.0@,0
o 3 Pak€t 5.m0.od),o

o
g Patct s.mo.0@,o

o 6.m6.400 3 Paket 4.560.380 4,OO Pak t 4.al l.4oo,o
0

PaI.t PrI.t

PctrFdhd Babs
8&.6 Dm
Pcratum P.sndq-
Unddgo

JuELh
Ookumcn Behrn
Be.s D6

PcrunddS-
Undry Yq
Di!€di*d

Doku Doku
2 6cn 1.500.0@,0

o

Doku hku Doku I Doku
5m.m

Doku Doku Doku Doku

l'GilitEi futrjuflge
f@u

Juollh Lapors
f.dtbi
Kuqiurlco
T@u

hPtr
3,OOO,000,O
o

Lpor I1.075,@O,
m

L6por
I 7.mo.m,o

o

hpo!
I 5.000,000,0 L.pot

ld 5.000.ooo,o f Lapor
3.OO0 000 r !1* I 1.075.000

L.por
5,m 7,OO0.mO,0

o

Lapor Lapor

FcnlrbtrgSre Ripd
(6rdi@i De
Ron8ul$i 6M

JumLh LrpoM
Pcni!16ng8de
Rrpat Kooldi@l
D.fl fodulbi
skpd

3
Iapor 8.S00.0o0,0

o

Lspo!
2m

Lsps 16.5m.mO,
m

L.por
2

20,50o,000,
00

Lq)or
2 20 s00,0o0, 3

L€por
ra.707.500 6 tpd

16.690.000
Lqlor

7,00 m 32,Om,OO0,
m

Lqor L.por

P.ngadm
Mitik
P.nunjdlg
Pcm.rinhh

Bd@B
Dacrah
Urure

Derah

Dokuhcn

Pcngad@
MllikBsreg

D&rah
hnunjMg
Ururm
km..lnt h

loo 51.OOO.@0,
00

LfiO Yo 61.Om,mo, too % {o,o00.tr)o, loo % 8.000.000,0
o

100 8.000.mo.0
o

r00 ,A s6.al9,ooo,
oo

roo 17.593,50O1
@

100 39.806.000,
@

%

P.ngadan Mel*l
Jumh
I'icbcl

P*et
Yq 3 Unit ro,000,000, 3 Udt 20,om.000, ll Unit 40.000.000, 2 UnI 8,000,000.0 Utrit 8.m0.rmo.o

o
Unil 3 Unlt 17.593.500 {,oo unlt 30.805.O00, Urit Unit

Pcog"d.",
D6
lainnya

P.rala6
kEin

Jumlah Unit
Pcrah6 Dm
t't lin Laimlu
Yms rricdia.lm

5 Unit 41.Om.mO"
00

5 Utril 41,Om.OOO. Unit Unit Unit 56.819.@O Unit Unit Uoit Unit

Pcnycdim
Uruse

Uer6h
Pcnunjm8

Leoffi
Pen .di@ Je
Pcnunj.ng
Urus
BcEeainhhm

100 % 256.689.O0
0,00

l[p 275.732.OO
o,m

IOO % 280.90O,OO
0,00

too o/o 2?6.300,OO
o,m

lm% 274,300.oo
0,00

100 % 276.14t.77
o,m

100 25{.648.48
8,OO

IOO 333.64.42
6,OO

Pcdyrdi.s Je Surat
EnFnt

tapou
knycdi's
Jaa Sulat

r Lqor 3.mo.m,o I kpor 3.mo.m.o
o

hptr lapor L.por Ispor
2.250.m I tp6

2.41O.ru
I,.por kpor hpor

tony.dim JBa
KomudkEi, Smber
tuyaAir Dm Ustrik

Jualah kpre

Koeunil6i,
Sumber Daya Air
De Lisbik Ymg
DkcdiAkm

t2 r5.00o.000, 12 1!"" 36.832.mO, n kp', 41.0m.mo,
m

D ry", 22.400,mo,
m

kport2 22.4N.OOO,
m

12
bpor

IO.376.718 t2 30.2&.78a t2,o
o

3a.4 t7.796,
m

Lapor bpor

o

I

4.mo.ooo,o IOI
I

8.500.0oo,o I"l o0

o0

I

o

m m
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hgrm / Kegi&@ Idikator Kif,erja
Tqet Rerch Prrqkat Drerah lkbuFten / Koh Tthun Ke- Rcalisi cryid Tahun I(e

2U3 2024 2A25 2026 2022 2023 2024 2025 2026

I 2

3 5 6 7 8 9 lo ll t2

K Rp K Rp K Rp K Rp R Rp t( Rp K Rp x Rp K R l( fr
p

Pclay,ru UDum

JumLh Laporm

P.layse

Ymg Discdiale

Lapor 2s8,689.O0
o,m

12 !q" 235,900.OO
o,m

Lqot 239.m,OO
o,oo

t2 kpd
25S.900.O0
o,oo

12 ?!" ,s5.900.oo
o,o0

r2 kpor 2S,5 15.O5
2

L6por 221.954.10
o

l2,o
o

2S.6S.63
o,oo

hpor

Pchclihsao
Mlik
P.nunjq

Derah

Barmg
Daemh kE.nl,s Bmd

Dalan
Baift

xondi6i 96 s3.ooo.ooo.
00

96, o,
f,o '- 74.800.mo. 96,4 .h 96,6 % 94.5m.il)O.

00
lm% 94.500.mo.

m
95,
ffi

oa 227,710.41
4,m

91,
74 37.675,400,

m
*,1 %

4
226.640,06
5,OO

oh

P.n cdi.d
Pemelihau.
P.a!liha@

Biaya
Do

Pajak l(endtrlm
P.rcr.ngd DlrE Auu
Kcnddu Dina

JuEbh
l(ctrdd@
Pcrcn Es
DiN Abu
l(.nd.M
DiD Jabah
Yeg Dp€lihm
Daa Dtbaydhrn
Pajaknya

5 Unit 15,000,oo0,
oo S Unit 45.Om.000,

m
Unit Unit Unit S Unit 31.255,500 5 Unit 25.303,400 Unit Unit trnit

Pcny.dLs
PeE!l0r.M,
P.m.lilE@,

Biala
Prjak

De FBrid@
Rondom Dltc
Op.rttoul Abu
kpa"gd

Juelrh
Xon&rte
Dim.
opcriltoul
AEU Lapat{m
Ymg Dt*lihtra

Dibq.vrkeDm
Pdek De
Pedzirunye

O Unit Unil 5
Uilt 35,000,mo,

00
- Urnt a8,o00.mo,

tn
- Unir 48.0(n.000,

m
Unii unir 5,OO unit 33.176,065.

00
Unit Urit

P.ocUh.@
Paralie Dd Mcrt,
hlnnya

JuEhh
Pirahh DM
lrr.lr Llnqyd
Yag Dipclhd

9 Unit 5.mo.m,0
o 6 Unir 4,OOO,m,O

0 6 Urdt 4.500.m.o 6 Unit 4,500.m,0
0 6 Unit 4.500.tr)o.o

o
5 Unit 4.95O,m 8 Unlt 6,660.000 l,oo uti! 4.60.m,o Uni! Unii

P.m.UhfiaN/ 8.h.bili
Ei 6.dung
f6br Dm Bnngu@
lalnnyd

JuaLh ccdung
K&tor Dil
BeguM
kinnya Yarg
DipclihdE/ Difth
alrilit6i

O Unlt Unit Unir Unit Unit I Unlt 118.599.31
a

Unit Unit Unit Unit

P.mcUh.ff/ F.habiU
Ei Sdre Dm
Pr60!E &dung
l(etor Ahu BqulM
Lainny!

De PrBsam
G.dung Kmbr
AEU BdBuffi
Lainnya Yq
DiFlilEa/ Direh
abitibi

1 Utrlt 73,000.000.
m

1 Unil 2S.afrl.ooo. I U[il 90,000.@o,
00

I Unit 42.O00.000,
m u,l u"it 42,000.m0,

00
I Unit 7?,906.000 I Urrit

5.?12,O00 l,m unit 1E9,404.O0
o,m

Unit Unit

4.218.546.O {.913.a27.O {.770.6m.4
oo.oo

a _732.4%.l 1.732194.1 4.654.801.O 4.31 3.121.0
26 00

4.955.931.4
a4.oo

Prqrm
knFl,cma6e
P.m.rinbhm De

PubUk

lndeb (epuas s tuin 22.Om.O00, 84,
ao 43.625.mO.

m
314.234.70
o,m o 222.m.OO

0,00

45.{
o

222-W.OO
o,00

8i,' rou t26.725.AO
o,00 ?"' *' 117.640.20

o,00
t35P hin 3a4.374.60

op0

t2

l ,,".oo.oo

l'*

o

m

I
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harm / Kesiab
Tar8el ReNlra Perangkat Dreran KabuFten / Kob Tahun Ke- R.ali8si Cryid Tahun t(e-

'2m2 2023 2024 2ms 2026 2023 2024 2025 2026

I 2

3 4 5 6 7 a 9 lo ll l:

l( Rp ( Rp I Rp I RP ( Rp K Rp x Rp x Rp ( R R
E
p

I(oordi@i

h86lte Dan garlm
hLayffi Ulnum

Koordin6i
PemclihaM
Proa@ De
tkas
Pchyd@

100 % trn .a 12.O@.OOO,
m

100 % 12.ooo.000, IM 22.000.mo,
m

lm 22.Om.@O,
oo

lm 9.m4.m,o
o

lm 1r.988.{O,
00

IM u.a6a,m0,
oo

K@rdtr6i/ Siftrgi
DengD Pdqkd
D*rah
lnsts!i Vcrtthl Yang

Pcmclihdre
Delam
gar&u

ho
P.lay[M

Juebh
Dokuorn
I(@rdirui /
Sielgt D.hge
Pc6oglot
Der.h
Dm/Ahu

Yeg T.rkait
Llih
PcE.lih.fu
seru De

F.Ly.e

I L.por
12,O0O.000.
00

r !!" 12.O00,000,
m

kpor
1 22.Om,mO,

00

t€por 22,O00,000,
00

kpor
9.ao4.m

tapor
11.9a8.400

L.por
I,m ll.864.OOO,

00

lrpor Lapffi

P.lal:.lun Urus
kE.rinbhd
Ye8 Dilimp.}rkan
I(dpadr c4ai

PcEanbc

Peliapale
Kerda cafut
Ydg
Dihbeatm

100 22.0m.oo0,
oo

l(D 31.625.000,
oo

tm% 3e.234.70
o,00

l@% 2m.000,oo
0,@

lm% 200,000,oo
0,oo

lm% ll6.92l,ao
0,00

tm% tos.65 1,80
0,00

too % 372.510.60
0,oo

%

Paukanfuf, U.us
P.a.rint he Yeg
Tllkatt D.nge
K*'?urern L.h Ydg
Dlllmpa}l&an

Jumbh Lrpore
P.lrltaun
K.wlq.n
l,ain Y.r8
DilidF.hkrn

2
llpor 22.O@.mO.

00

Lapor
3 31.625.OOO,

m
!4o.

5
3A2.234.70
0,00

kpor
I 200.000,oo

o,@

taor
2@.OOO,00
0,00

I Lpor
r 16,921.60

0
4

Laor 16.651.ao Lapor
,6,00 6 372.510.60

o,00

kpor L€pd

Prcgrafi
PaEbarda' @
Malys.lat Ds De
lklur.ho

Capaie ft'o8fan
Dd X.gia6
FiEb.rdly@
ir..y.r6kat Dca6
Do (clurahm

100 % 26.Om.mO,
m

lln% 67.000.mo,
m

tm o^ 263.100.00
0.m

100 % 26.Om.000, loo i6 26.000,m0,
m

too 32,407.@O,
m

1m 62,433,600,
@

t00 %

Kmrdi@i li6giah
P.mbcr&y@ D€s

K@rdirui
K6gi!e lo0 0i 14,O0O,000.

m
100 % sl.ls.mo.

oo
t00 96 I 37.600,00

o,m
100 % 4.000.@o,o

0
lm% 4.000.m,o

o
loo % 13,907.600, lm% 27.545,600,

m
100 % 1s3,602,00

o,@

P.ningkatan
PdLipui lra.ydakat
Dalao Folw
Mu.yaweah

Pcmbriguffi Di Ds

Jumlri L.mbqa
Kcmdytral(ah
Yeg
krpsniripai
Da.l,am FoM

kmbaryno Di
Deea

L!mbaI
8a

14,000,000, 6 8a
5.mo,000,0

6 p 5.m0.00o,o
0

lemba
6 F

2.mo.m,o
o ga 2.mo,0m,0

o
I L.mba

ga 13,907,600 I llaba
p 5.OOO.m 2,m se

5.OOO.mO.O
0

Lcmha
gd ga

Peningkah Efilktifits
Rqtatur

kymkat Di Wilayah

Jumlah lrpotu
Peoirgtah
Efcktleib
Koaiah

lllasymkat Di
Wilayah

0 bpor Lapor
1m 26.r90.mo, Leor

lm 152.600.OO
0,m

lapor 2.m0.000,0
o

t por
lm 2.000.m,o

o

hpor kpor
22.545.600

kpot
2,m m 144.ff)2.O0

o,m
tapd lapor

I

I I

I

,54.5?7.60 Io,ool

0o
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Pqrm / K.giab Ifldikator Kincrj6
Target Rerstra Perangkat Dera} KsbuFten / Kota Tahun K.- Reali$i C@jm Tahun I(e-

2023 2024 2@S 2026 2022 2023 2A24 2025 2026

l 2

3 5 6 7 a 9 lo lt t2

Ii Rp K Rp K Rp X Rp K Rp K Rp K Rp ( Rp K R K &
p

L.mb.ga
(endyeakatd
Tiryht l(ccd.h

Lmbrga
K€mGysakote
Yeg Tcrhrtlibi

100 % I2,000,000.
m

lrD 3S.a1o.000,
oo

t@% 105.800.oo
o,m

]m% a,mo.000,0 lm% a.mo.om,o
0

1m 06 I 8.500.000. 1m 34.AS.OOO. 100 roo.975.60
0,m

.h

PcnirBkab K.rite
I2ebrga
K.mDyuakah

Jumlah Irmbagr
I{.m6Jeakah
Yfi8
Ditingkatkm
l(ryalbnya

lraba
F

r2.om.000.
00 sa

29.900.m,
00 I F

r3.9m mo.
m

L.mba
I ga 2.mo.m,o

0 8a
2.000.oo0,o
o

I Lcmba
ca 1a.500.mo I ga 29.849.400 2,oo ga 13.419.@0,

00 8a ga

Pony.di@ SEr@
D@ Ptu&re
L.6br8a
l(.md)dal(atal

Don Pra.rrru
Irsb.g!
Kemdr,cakahr
YMB Diicdialm

0 Unit Unit
3 9lo.0m,oo Utrit Unit Utrit unlt Unit Unlt Unit Uilit

Frilihl
Pcng.mbsae Ulalla
Bkonomi lla.y.rakat

Jumhh Lapor.n
F6lliei
PcnE bbargil
Uulu Elommi
Mr!ydalrat

0 Lapot L6por
le s.mo.om.o I s5,9m.000,

00

trpd
4,OO0,000.0
o

LAor 4.mo.om.0
o

L4or I kpot
4.998,600

L{po.
1,m 54.005.600,

Lspo! LAot

TckBoloti Tcptrl Ouil

Junbh lrporm
FuilltDi
PloeLab
T.k@logi Tqt
Gun6

o !tp- Ldpor bpor
1

36,Om.000,
00

lapor 2.000.000.0
0

[.por
1

2.m0.m,0 Lapor
m

Lpor tapd
Lm 33,55t.mO,

oo

kpor Lapor

Fcmberda!6
K.r.jrhbratr
Koluartd
K6cmah
K.lurahan

Dm

lingkat
Ds

Parao@
P.liLrr@
RGgl.h
Pamb.rdqr6
Dan
I{osj^htcr@
Itllu&rfa Tir{krt
l{erBrh YsB
Dilakwulo
Sdud
Nchilue
Trrhadlp Trrg.t
P.lrkro!,d

% l@ oi 14.oo0.000.
00

lm% 14.000.o00,
m

% oa

P.triqxah
Kctah&e Feige
I(elusrga

JuEbh faluqa
Yms,i.trgiluti
feningkahn
fGblee
Pmp Keluarga

(elue
sa

Kelus
F

K.lur
55 8a

2,000,000,0
o

(eluar
v 2,000.0m,o Kclud

g
Kelud
ga

K.lue'
8a

xclud
ga

Keluat
s

P.nLBkahn
I(€tdalare l(elualga
D6lam
Rmah
hyak

MMjudke
Sehd Dm

HuDi Se&
!(..adtr6 Hukua
Tenhq K"pcEilikan
Rmah

Jumlah KeluatF
Ymg M.ngikuti
Penlngkabn
(e*d&u
Kcluarga Dalan
k\rujudke

Dm Layal Huni
*da KcedtrM
Hukum TenbJB
Keemitikan
RMah

Kelus
sa

K.lua
#

Kelutr
I

Kelud
55 ga

2.mo.m.o
o

K.lutr
ga 2.OOO.m,O

0
g ga

Xelue
ga

Kelud
ga

Kalue
ga

o 00

I

oo

-"r"-l-l
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Pqrd / Ke*hh hdikator Kinerja
Tqel Rensua F.rqkRt Dreah lhbupaten / KouTahun Ke- Realisi CaFim Tahun I(e

2022 2023 2024 2025 2026 2022 2023 2025 2026

I 2

3 5 6 a 9 lo ll t2

K RP K Rp x RP X Rp ( Rp ( Rp X Rp K RP t{ R K
n
p

Junl6h lGludga
Yalg M.ngikuti

I(duarga Dal@
Pcnir{kau
Dcr4,at
Rc$hrh
Kclu.rga D@
LinSkungdr
Dcnga
ltl.n.ekan
Pcrtl^ku Hidup
hfrk
8€hat

Kelutr
sa

I(eluar
Ba

K.hrd
sa

Kclus
55 8A

2.mo.m,0 Nclue
s 2,000.@o,o

o

Keluq
ga

X€lud
ga

Kelud
ga

K.lur
ga

Nslud
s

K..adde K.luqa
DdM P.diBgkah
TMf Hidup Kcluaqa
l&lalul tiehidupm
B.rk(p.rai Darl
PctrgamlEnEe
Eko@ml Lairhyr

Juml.h l(.lug
Yeg ldcngihuti
FcnuEbub6
K.radaM
Kelulrga DdM
P.ningkah!
lsaf Hidup
K.lulr8a M.lrlui
K.hidupu
Bork@rui Dd
Pcngcobdge
Bkononl
Lijlrqya

Kelua
g

K.lutr
ga

Kelud
ga

2,000.000,o
o

l(elue
5S sa

2 000.000,o
o

(ehre
sa

Kelur
8a

Kclud
g

Iielus
F

P.htihs ,(olua8a
Tmggap B.flc{b AlrE

Jomhh (.luqa
Yeg !'{.ngikutl
P.litihm
K.lu.f8n
Teggrp
Bctroe Altn

I(clua
g

Kelud'
ga

X.lue
55 ga 2,OOO,mO.O

o

K€lud
ga

r.ooo.mo.o Kclutr
sa

l(eluq
ga

klud
sa

K.lu6t
ga

l{elud
ga

Pchttlun l(.lurIga
Tm!&ap Bcn@
R@r}l leggr

Jumlrh K.luEgr
Ymg !&ngikuti
P.Ltihs
Kalurri!
fmgSrp
Bcnclil Ruoah
Tmgga

(.1ua
g6

Kelud
g

Kclutr
ga

K.lu6
s!

2.000,ooo.o
l(elud
ga 2.000.om,o

K6lud
ga

liclutr
g0

Kcluar
ga

I(elutr
ga

Ketud
g6

P.nuebuhm Ds
PeninSloh
Rcradss l(clum
D6lam R.6libab

K.hidupe l'{enuju
Itelu6rgd Bcrkulib
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Berdasarkan hasil penyajian evaluasi, secara umum capaian

kinerja Kecamatan Banjaran pada kurun waktu pelaksanaan

Renstra 20212A26 menunjukkan adanya perkembangan yang

positif meskipun tidak terlepas dari berbagai tantangan. Sejumlah

program prioritas yang berorientasi pada peningkatan kualitas
pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan,

pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan aset daerah telah

mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian tujuan
pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari peningkatan nilai
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), perbaikan skor akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah (AKIP), serta meningkatnya jumlah desa

dengan kategori cepat berkembang di wilayah Kecamatan Banjaran.

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi belanja program

dan kegiatan secara umum relatif sejalan dengan perencanaan yang

telah ditetapkan dalam dokumen Renstra. Meskipun demikian,

terdapat sejumlah subkegiatan yang mengalami deviasi realisasi

akibat faktor eksternal, seperti perubahan regulasi, keterbatasan

sumber daya manusia, serta dinamika kondisi sosial ekonomi

masyarakat. Namun demikian, prinsip efisiensi dan efektivitas tetap

menjadi landasan utama dalam penggunaan anggaran, sehingga

setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan manfaat optimal

bagi peningkatan pelayanan publik dan pembangunan wilayah.

Lebih lanjut, evaluasi juga mengungkapkan bahwa terdapat

beberapa aspek yang masih memerlukan perhatian dan perbaikan,

antara lain dalam hal konsistensi capaian indikator kineq'a,

penguatan koordinasi lintas sektor, serta peningkatan kapasitas

aparatur dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Upaya

tindak lanjut diarahkan pada penyempurnaan mekanisme

monitoring dan evaluasi, peningkatan kompetensi sumber daya

manusia, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi guna

me nduku n g transparansi dan akuntabilitas kinerja.

Secara keseluruhan, penyajian hasil evaluasi capaian

kinerja dan anggaran Kecamatan Banjaran pada Renstra Tahun

2A212026 menegaskan komitmen pemerintah kecamatan dalam

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta

pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ke

depan, evaluasi ini diharapkan menjadi dasar yang kuat dalam
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penrmusan kebijakan, penyusunan program, serta pengambilan

langkah-langkah strategis, sehingga target pembangunan yang

telah ditetapkan dapat tercapai secara berkelanjutan.

Kelompok Sasaran Pelayanan Kecamatan Banjaran

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai

perangkat daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan

Bupati, Kecamatan Banjaran memiliki tanggung jawab dalam

memberikan pelayanan publik yang berkualitas, efektif, dan

berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan

penetapan kelompok sasaran peliayanan yang jelas dan terarah

sehingga setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat

memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

Kelompok sasaran pelayanan Kecamatan Banjaran secara

garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

l. Masyarakat Umum

Masyarakat umum mempakan kelompok sasaran utama

dalam pelayanan Kecamatan Banjaran. Mereka adalah

penerima layanan administrasi pemerintahan, seperti

pengurusan dokumen kependudukan, surat keterangan,

legalisasi, maupun layanan rekomendasi tertentu. Kehadiran

pelayanan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum,

memudahkan akses terhadap hak-hak dasar, serta

meningkatkan kualitas pelayanan publik yang cepat,

transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, pelayanan

kepada masyarakat umum menjadi indikator nyata dalam

mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan

warga.

2. Pemerintah Desa se-Kecamatan Banjaran

Pemerintah desa merupakan mitra kerja strategis kecamatan

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pemberdayaan masyarakat. Kecamatan Banjaran memberikan

pelayanan berupa pembinaan, fasilitasi, serta koordinasi kepada

pemerintah desa agar penyelenggaraan tata kelola

pemerintahan desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Dengan adanya

pendampingan dari kecamatan, diharapkan pemerintah desa

mampu mengoptimalkan potensi wilayah, memperbaiki tata



-57-

2.t.5

kelola keuangan desa, serta meningkatkan pelayanan publik di

tingkat desa.

3. Kelompok Masyarakat Rentan

Kelompok masyarakat rentan seperti keluarga pra-

sejahtera, ibu hamil, balita, remaja putri, dan lansia juga

menjadi perhatian utama dalam pelayanan Kecamatan

Banjaran. Pelayanan difokuskan pada bidang kesehatan,

pencegahan stunting, perlindungan sosial, serta pemberdayaan

ekonomi dan sosial. Kecamatan bekerja sama dengan perangkat

daerah teknis, puskesmas, dan posyandu dalam memberikan

layanan yang berkesinambungan. Dengan pendekatan ini,

diharapkan kelompok rentan dapat memperoleh akses layanan

yang adil, inklusil, serta mendukung peningkatan kualitas

hidup mereka.

4. Organisasi Kemasyarakatan dan Forum Partisipasi Warga

Organisasi kemasyarakatan seperti PKK, Karang Taruna,

LPM, serta forum partisipasi warga lainnya merupakan mitra

penting Kecamatan Banjaran dalam pembangunan. Pelayanan

kepada kelompok ini difokuskan pada fasilitasi, pembinaan,

serta pemberdayaan agar organisasi masyarakat dapat berperan

lebih aktif dalam mendukung program pemerintah. Melalui

pelayanan ini, kecamatan berupaya memperkuat partisipasi

masyarakat, menumbuhkan kepedulian sosial, serta mendorong

terciptanya pembangunan berbasis gotong royong yang sesuai

dengan karakteristik masyarakat Banjaran.

Mitra Kecamatan Banjaran dalam Pemberian Pelayanan

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan

pelayanan publik, Kecamatan tidak dapat berdiri sendiri'

Diperlukan adanya dukungan dan ke{a sama dengan berbagai

pihak sebagai mitra strategis guna memastikan pelayanan kepada

masyarakat berjalan efektif, efisien, dan terpadu. Mitra Kecamatan

hadir untuk memberikan dukungan teknis, koordinasi, serta

fasilitasi sesuai dengan bidang tugas masing-masing, sehingga

program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu selaras dengan

kebijakan pembangunan daerah.

Kehadiran mitra ini juga menjadi penguat dalam menjawab

tantangan serta kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks'
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Dengan keterlibatan perangkat daerah teknis, lembaga kesehatan,

lembaga pendidikan dan keagamaan, hingga jajaran samping di

tingkat kecamatan, pelayanan publik dapat diselenggarakan secara

menyeluruh, inklusif, dan tepat sasaran. Kolaborasi lintas sektor ini

tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga

mendorong terciptanya pembangunan wilayah yang berkelanjutan.

Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan pelayanan kepada

masyarakat dapat be4'alan optimal sesuai dengan bidang tugas dan

kewenangan masing-masing mitra.

l. Perangkat Daerah Teknis Kabupaten Bandung

Perangkat Daerah Teknis merupakan mitra utama

Kecamatan Banjaran dalam memastikan keterpaduan program

dan kegiatan dengan arah pembangunan Kabupaten Bandung.

Bapperida, misalnya, berperan dalam perencanaan dan

pengendalian pembangunan yang menjadi dasar pen,'usunan

program di tingkat kecamatan. Dinas Kesehatan mendukung

upaya peningkatan layanan kesehatan masyarakat, terutama

terkait pencegahan penyakit dan penanganan stunting. Dinas

Pendidikan memberikan dukungan dalam pembinaan sekolah

serta peningkatan kualitas pendidikan di wilayah kecamatan.

Dinas Sosial berperan dalam penanganan masalah kesejahteraan

sosial, terutama bagi kelompok rentan, sementara Disdukcapil

mendukung pelayanan administrasi kependudukan yang

menjadi hak dasar masyarakat. Kehadiran perangkat daerah

teknis ini memberikan pembinaan, fasilitasi, serta arahan agar

pelayanan kecamatan berjalan selaras dengan kebijakan

pembangunan daerah.

2. Puskesmas dan Tenaga Kesehatan

Puskesmas memiliki kedudukan yang sangat penting

sebagai penyedia layanan kesehatan dasar bagi masyarakat.

Sebagai mitra strategis kecamatan, Puskesmas berkolaborasi

dalam melaksanakan berbagai program kesehatan, seperti

imunisasi, layanan ibu dan anak, pencegahan stunting, hingga

pelayanan gizi masyarakat. Tenaga kesehatan juga berperan aktif

dalam memberikan edukasi dan penyrrluhan kesehatan kepada

masyarakat, sehingga meningkatkan kesadaran akan pola hidup

bersih dan sehat. Kolaborasi yang erat antara kecamatan,
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Puskesmas, dan tenaga kesehatan menjamin bahwa masyarakat

Banjaran dapat memperoleh akses pelayanan kesehatan secara

adil dan merata.

3. trmbaga Pendidikan dan Keagamaan

Lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal,

menjadi mitra yang berkontribusi dalam mencetak sumber daya

manusia yang unggul. Sekolah dan madrasah berperan dalam

meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan daya saing

generasi muda Banjaran. Di sisi lain, lembaga keagamaan seperti

pesantren, majelis taklim, dan rumah ibadah turut membentuk

karakter, moral, serta akhlak masyarakat. Kolaborasi ini tidak

hanya meningkatkan kualitas pendidikan, tetapi juga

memperkuat nilai religius dan sosial masyarakat, sehingga

tercipta keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional,

dan spiritual.

4. J ajaran Samping (Forkopimcam dan Instansi Vertikal di

Kecamatan)

Jajaran samping yang terdiri dari Forum Komunikasi

Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) serta instansi vertikal di

wilayah Banjaran, memiliki peran penting dalam memperkuat

fungsi koordinasi dan integrasi pelayanan publik. Forkopimcam

yang terdiri dari unsur kepolisian, TNI, serta pihak kecamatan

berkolaborasi dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban

wilayah. Selain itu, instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama

(KUA) berperan dalam pelayanan pencatatan nikah dan urusan

keagamaan, sementara Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas

mendukung layanan teknis sesuai bidangnya. Sinergi dengan

jajaran samping memastikan pelayanan publik di Banjaran dapat

berjalan secara terpadu, merata, dan mendukung ketertiban

serta kesejahteraan masyarakat.

Melalui dukungan para mitra, Kecamatan Banjaran memiliki

landasan yang kuat untuk mengoptimalkan perannya sebagai garda

terdepan pemerintah daerah di tingkat wilayah. Sinergi ini pada

akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan

masyarakat, memperluas akses pelayanan dasar, serta

memperkuat t,it2- kelola pemerintahan ya/]g responsif dan

akuntabel.
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2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Kecamatan Banjaran

2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun

2025-2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi acuan

peningkatan tata kelola pemerintahan, termasuk pada tingkat

kecamatan. Bagi Kecamatan Banjaran, penjabaran dokumen ini

difokuskan pada penguatan pelayanan publik sebagai salah satu

tugas dan fungsi utama kecamatan.

Isu strategis yang berkaitan langsung adalah kebutuhan akan

tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif.

Kondisi tersebut menuntut kecamatan untuk menghadirkan

layanan administrasi yang cepat, mudah diakses, serta didukung

oleh pemanfaatan teknologi digital. Fokus ini sejalan dengan arah

kebijakan Asta Cita ke-7, yaitu memperkuat reformasi politik,

hukum, dan birokrasi, sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan

publik.

Dengan demikian, arah pembangunan Kecamatan Banjaran

dalam bidang pelayanan publik pada periode 2025-2029 meliputi:

1. Penyediaan layanan administrasi kependudukan, dan

pelayanan dasar lainnya yang efisien serta berorientasi pada

kepuasan masyarakat.

2. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mewujudkan pelayanan

publik berbasis digital yang lebih cepat, transparan, dan

terintegrasi.

3. Peningkatan kapasitas aparatur kecamatan agar memiliki

profesionalisme, responsivitas, dan integritas dalam

melaksanakan tugas PelaYanan.

4. Penguatan koordinasi dengan pemerintah desa guna

memperluas dan mempercepat jangkauan layanan kepada

masyarakat hingga tingkat perdesaan.

Melalui penguatan pelayanan publik tersebut, Kecamatan

Banjaran diharapkan mampu menjadi garda terdepan birokrasi

yang dekat dengan masyarakat, serta mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang inklusil, transparan, dan mendukung

pencapaian visi pembangunan nasional.
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Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 202F2029 merupakan

dokumen perencanaan strategis yang memuat arah kebijakan,

program, dan sasaran pembangunan wilayah selama lima tahun ke

depan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Kecamatan Banjaran

dalam menyusun langkah-langkah pembangunan yang terukur,

terarah, serta memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan

yang lebih tinggi, yaitu RPJMD Kabupaten Bandung, RPJMD

Provinsi Jawa Barat, serta Rencana Pembangunan Jangka

Menengalr Nasional (RPJMN) Tahurr 2025-2029.

Dalam konteks pembangunan wilayah, tata kelola

pemerintahan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan

keberhasilan pelayanan publik dan pencapaian sasaran

pembangunan. Kecamatan Banjaran, sebagaimana kecamatan

lainnya di Kabupaten Bandung, dituntut untuk memiliki tata kelola

pemerintahan yang adaptif, transparan, akuntabel, serta

partisipatif. Hal ini penting mengingat dinamika pemerintahan dan

perkembangan teknologi informasi semakin pesat, sehingga

pemerintah daerah dituntut untuk lebih responsif terhadap

kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan layanan publik

yang efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil analisis, terdapat sejumlah permasalahan

utama yang masih dihadapi Kecamatan Banjaran dalam bidang tata

kelola pemerintahan. Permasalahan ini secara langsung terkait

dengan Misi 3: "Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan

Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel",

sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 2. 12 Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Urutan
Prioritas

Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

1
Reformasi birokrasi yang masih butuh peningkatan
dalam rangka menghadapi dynamic government

2
Implementasi SPBE yang belum sepenuhnya stabil,
dengan masih adanya tantangan dalam integrasi sistem
digital pemerintahan
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Urutan
Prioritas Tantangan Pembangunan Tata Kelola Pemerintah

Kualitas pelayanan publik yang masih perlu
ditingkatkan, baik dari segi ransparansi, akuntabilitas,
maupun partisipasi masyarakat

Sumber: Analisis Bapperida, 2O25

Tantangan pertama adalah perlunya penguatan reformasi

birokrasi. Aparatur pemerintah di Kecamatan Banjaran masih

dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas dan kualitas

kineq'anya agar mampu menyesuaikan diri dengan kompleksitas

pemerintahan yang semakin dinamis. Reformasi birokrasi bukan

hanya menyangkut perubahan dalam struktur organisasi, tetapi

juga menyangkut perubahan pola pikir, budaya kerja, serta

profesionalisme aparatur dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat.

Kedua, penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

(SPBE) di Kecamatan Banjaran masih menghadapi hambatan, baik

dari sisi teknis maupun koordinasi antarlembaga. Sistem digital

yang belum sepenuhnya terintegrasi menyebabkan pelayanan

publik belum dapat berjalan secara optimal. Padahal, penerapan

SPBE yang terarah dan berkesinambungan merupakan langkah

penting untuk mempercepat akses layanan, meningkatkan efisiensi,

serta mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan dalam

penyelenggaraan pemerintahan.

Ketiga, kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan,

baik dari aspek transparansi, akuntabilitas, maupun parlisipasi

masyarakat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk

memperbaiki kualitas layanan, namun masih ditemukan kendala

dalam hal keterbukaan informasi, kecepatan layanan, serta

keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan maupun

evaluasi pembangunan. Pelayanan publik yang belum maksimal

dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah, sehingga perlu segera dilakukan

langkah- langkah perbaikan.

Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Bandung merupakan bagian integral dalam upaya

2.2.3
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mewujudkan keterpaduan perencanaan pembangunan wilayah

yang berkelanjutan, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

Kecamatan Banjaran sebagai salah satu wilayah yang memiliki

posisi strategis dalam struktur ruang Kabupaten Bandung, perlu

ditelaah secara mendalam dalam konteks pelaksanaan RTRW.

Dasar hukum yang menjadi landasan penataan ruang

wilayah Kabupaten Bandung adalah Peraturan Daerah Kabupaten

Bandung Nomor 1 Tah,ur, 2024 tentang Rencana Tata Ruang

Wilayah Kabupaten Bandung Tahwn 2O24-2044. Peraturan Daerah

ini menetapkan arah kebijakan penataan ruang selama 20 tahun ke

depan yang meliputi tujuan, kebijakan, strategi, struktur ruang,

pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam dokumen

tersebut, Kecamatan Banjaran termasuk ke dalam Kawasan

Bandung Selatan (KBS) dan berperan sebagai saLah satu simpul

penting dalam sistem pusat permukiman serta sistem jaringan

prasarana wilayah. Banjaran ditetapkan sebagai wilayah yang

memiliki fungsi pelayanan masyarakat berskala lokal, serta

memiliki keterkaitan erat dengan pengembangan kegiatan sosial,

ekonomi, dan pelayanan Publik.

Beberapa poin penting hasil penelaahan RTRW Kabupaten

Bandung pada wilayah Banjaran antara lain:

1. Penetapan Fungsi Kawasan dan Peran Strategis

Kecamatan Banjaran diarahkan sebagai Pusat Pelayanan Lokal

(PKL) dalam struktur ruang wilayah Kabupaten Bandung'

Fungsi ini menegaskan peran Banjaran sebagai pusat pelayanan

masyarakat, pusat al,<tivitas ekonomi lokal, serta simpul

distribusi barang dan jasa bagi vrilayah sekitarnya. Penetapan

ini sejalan dengan karakteristik Banjaran sebagai kawasan

dengan dinamika perdagangan dan jasa yang tinggi, serta

sebagai penghubung antar-kecamatan di wilayah selatan

Kabupaten Bandung.

2. Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Perlindungan Kawasan

Lindung

RTRW mengamanatkan bahwa pemanfaatan ruang di wilayah

Banjaran harus memperhatikan daya dukung dan daya

tampung lingkungan hidup. Mengingat tekanan alih fungsi
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lahan dari pertanian ke permukiman dan perdagangan cukup

tinggi, maka diperlukan upaya pengendalian pemanfaatan

mang agar tidak menimbulkan degradasi lingkungan dan

berkurangnya ruang terbuka hijau. Hal ini sejalan dengan

strategi dalam Pasal 5 ayat (5) dan (6) Perda Nomor 1 Tahun

2024 yang mengatur perlindungan kawasan lindung serta

pengembangan kawasan budi daya secara berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur dan Sistem Jaringan Prasarana

Wilayah Banjaran tercakup dalam pengembangan sistem

jaringan transportasi, termasuk keberadaan Terminal

Penumpang Tipe B Banjaran dan Stasiun LRT Martadinata-

Banjaran, sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 dan Pasal 11

Perda Nomor 1 Tahun 2O24. Hal ini menunjukkan bahwa

Banjaran memiliki peran penting dalam sistem konektivitas

regional maupun lokal. Pengembangan infrastruktur

transportasi di wilayah ini diarahkan untuk memperkuat

mobilitas penduduk dan mendukung pertumbuhan ekonomi

wilayah.

4. Pengembangan Ekonomi Lokal dan Kegiatan Budi Daya

Sebagai bagian dari kawasan budi daya, Banjaran diarahkan

untuk mendukung pengembangan kegiatan ekonomi berbasis

lokal, seperti perdagangan, jasa, pertanian intensif, serta usaha

mikro kecil dan menengah (UMKM). Perda RTRW mengarahkan

agar pengembangan budi daya dilakukan secara intensif dan

berkelanjutan, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan

dan keseimbangan mang antara kawasan terbangun dan

kawasan lindung.

5. Konektivitas dan Peran dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS)

Dalam struktur kawasan yang lebih luas, Banjaran termasuk ke

dalam Kawasan Bandung Selatan (KBS) yang memiliki fungsi

sebagai kawasan imbuhan air dan kawasan penyangga

lingkungan hidup. Oleh karena itu, perencanaan dan

pemanfaatan ruang di Banjaran juga harus memperhatikan

fungsi hidrologis dan ekologis kawasan, termasuk menjaga

keseimbangan tata air dan mencegah terjadinya bencana

hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
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Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, dapat disimpulkan

bahwa RTRW Kabupaten Bandung telah memberikan arahan yang

jelas bagi pengembangan wilayah Banjaran secara berkelanjutan,

dengan memperhatikan aspek pelayanan masyarakat, penguatan

ekonomi lokal, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas

infrastruktur wilayah. Implementasi yang konsisten terhadap

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi kunci utama dalam

mewujudkan Banjaran sebagai kawasan yang berdaya saing, layak

huni, dan ramah lingkungan di masa mendatang.

Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup

Strategis (I(LHS) Sesuai dengan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam RPJMD

Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan instrumen

perencanaan yang memastikan kebijakan pembangunan daerah

memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta

sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Penelaahan terhadap KLHS ini menjadi penting bagi Kecamatan

Banjaran, karena pembangunan kecamatan tidak bisa dilepaskan

dari kerangka kebijakan kabupaten.

Dokumen KLHS menyoroti beberapa isu utama yang

berpengaruh langsung pada kondisi kecamatan. Pertama, isu alih

fungsi lahan pertanian ke sektor non-pertanian yang mengancam

ketahanan pangan daerah. Bagi Banjaran yang dikenal sebagai

salah satu penyangga produksi pangan sekaligus kawasan

berkembang, ha1 ini harus dijawab dengan tujuan pembangunan

yang menekankan perlindungan lahan produktif dan pengendalian

tata ruang. Kedua, isu pengelolaan sampah dan sanitasi, yang

menjadi semakin kompleks seiring dengan pertumbuhan

penduduk. Banjaran sebagai kawasan padat memerlukan tujuan

pembangunan berupa peningkatan sistem pengelolaan sampah

berbasis masyarakat dan perbaikan akses sanitasi layak.

Isu lain yang krusial adalah kesehatan masyarakat,

terutama masih tingginya angka stunting. KLHS menekankan

pentingrrya peningkatan kualitas layanan kesehatan dan gizi' Hal

ini harus diterjemahkan ke dalam tujuan pembangun€rn kecamatan

berupa penguatan pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta

pencegahan stunting secara terpadu. Dari sisi sosial, isu



2.2.5

-66-

kesenjangan gender dan kerentanan kelompok miskin juga diangkat

dalam KLHS. Bagi Banjaran, tujuan pembangunan dapat diarahkan

pada peningkatan peran perempuan dalam pembangunan,

pemberdayaan ekonomi keluarga miskin, dan penguatan jaring

pengaman sosial.

Selain itu, KLHS menggarisbawahi ancaman perubahan

iklim dan bencana hidrometeorologi, termasuk banjir yang kerap

terjadi di wilayah Banjaran. Tfrjuan pembangunan kecamatan

harus mencakup peningkatan ketahanan lingkungan dan kapasitas

adaptasi masyarakat, misalnya melalui perbaikan infrastruktur

drainase, pengendalian banjir, serta pengembangan komunitas

tangguh bencana.

Dengan demikian, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten

Bandung 20212029 memberikan dasar yang jelas bagi Kecamatan

Banjaran untuk merumuskan tujuan pembangunan lima tahun ke

depan. T\rjuan tersebut mencakup lima fokus utama: (1) menjaga

keberlanjutan tata ruang dan perlindungan lahan pertanian, (2)

meningkatkan kualitas layanan dasar, terutama air bersih, sanitasi,

dan pengelolaan sampah, (3) memperkuat derajat kesehatan

masyarakat dengan penekanan pada pencegahan stunting, (4)

mengurangi kesenjangan sosial melalui pemberdayaan masyarakat

miskin dan perempuan, serta (5) memperkuat ketangguhan wiiayah

dalam menghadapi bencana dan perubahan iklim.

Penelaahan ini menunjukkan bahwa KLHS RPJMD bukan

hanya dokumen di tingkat kabupaten, tetapi juga panduan praktis

bagi kecamatan dalam menyusun tujuan dan arah pembangunan.

Dengan mengacu pada KLHS, Kecamatan Banjaran dapat

memastikan bahwa pembangunan yang dijalankan tidak hanya

memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga menjaga keberlanjutan

bagi generasi mendatang.

Permasalahan Pelayanan Kecamatan Banjaran

Permasalahan pembangunan yang dihadapi Kecamatan

Banjaran tidak hanya terbatas pada capaian kinerja pembangunan

yang belum memenuhi target, namun juga menyangkut capaian

yang telah baik tetapi masih memerlukan peningkatan agar mampu

memberikan pelayanan publik yang lebih optimal dan

berkelanjutan di masa yang akan datang. Hal ini penting dalam
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rangka mendukung tercapainya visi dan misi kepala daerah

Kabupaten Bandung terpilih, serta menjamin keterpaduan antara

pembangunan tingkat kabupaten dan kecamatan.

Tabel 2. 13 Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan

Sasaran Pembangunan Daerah

Akar MasalahMasalahMasalah Pokok
tan Kualitas Pela n Publik

1. Keterbatasan sarana
dan prasarana
penunjang pelayanan
publik.

2. Sistem antrean dan
alur layanan belum
tertata secara efrsien.

3. Kompetensi dan
profesionalisme
aparatur belum
merata.

4. Sosialisasi standar
pelayanan publik
kepada masyarakat
belum optimal.

5. Kurangnya evaluasi
berkala terhadap
kualitas pelayanan
publik berbasis umpan
balik kat.

Pelayanan
memenuhi
ekspektasi
masyarakat

belumBelum optimalny'a
tingkat kepuasan
masyarakat terhadap
Iayanan kecamatan

Penin tan Kualitas Pemerintahan Desa
1. Kapasitas dan

kompetensi perangkat
desa masih terbatas
dalam menjalankan
tugas teknis dan
administratif.

2. Akses dan penguasaan
terhadap data serta
informasi
pembangunan belum
memadai.

3. Kurangnya
pemahaman aparatur
desa mengenai siklus
perencanaan,
pelaksanaan, dan
pelaporan Pengelolaan
keuangan dan aset
desa.

4. Belum optimalnYa
peran pembinaan dan
pengawasan teknis dari

kecamatan.

Belum optimalnya
pelaksanaan
evaluasi
pelaksanaan tugas
dan
fungsi desa dari
seluruh
aspek

Belum optimalnYa
percepatan
pembangunan desa



Masalah Pokok Masalah Akar Masalah
5. Evaluasi

Perkembangan Desa
belum dijalankan
secara terstruktur dan
berkelanjutan.

Peningkatan Kualitas Akuntabilitas Internal

Belum optimalnya
akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah
kecamatan

Kualitas
perencanaan dan
pelaporan kineq'a
belum konsisten

1. Minimnya pemahaman
aparatur terhadap
prinsip-prinsip
akuntabilitas dan
manajemen kinerl'a
berbasis hasil.

2.|*mahrrya
pelaksanaan
monitoring dan
evaluasi internal
terhadap program
keq'a.

3. Kurangnya sinergi
vertikal antara
pimpinan dan bawahan
dalam pencapaian
target kinerja.

4. Belum Optimalnya
pemanfaatan teknologi
informasi dalam sistem
pelaporan dan
pengukuran kinerja

Belum optimalnya
kondisi frsik dan
pengelolaan aset
daerah

Persentase aset
(BMD) dalam kondisi
baik masih rendah

1. Belum adanya sistem
pemeliharaan dan
perawatan aset daerah
yang bersifat periodik
dan preventif.

2. Inventarisasi aset
belum dilakukan
secara berkala dan
menyeluruh.

3. Kurangrrya koordinasi
lintas unit dalam
pengelolaan aset.

4. Belum optimalnYa
pengawasan terhadap
penggunaan dan
penyimpanan aset.

5. Terbatasnya alokasi
anggaran untuk
pemeliharaan dan

baruan aset.
Sumber: Hasil Andisis Kecanatan Banajran, 2025

Melihat permasalahan di atas, maka diperlukan upaya untuk

meningkatkan kine4'a secara lebih optimal. Dalam rangka mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, pencapaian tujuan dan

sasaran Kecamatan Banjaran dipengaruhi oleh kondisi lingkungan

-68-
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yang mencakup lingkungan internal dan eksternal. Kondisi

lingkungan tersebut dapat memberikan kekuatan maupun

kelemahan bagi organisasi, yang secara langsung maupun tidak

langsung memengaruhi jalannya organisasi dalam bentuk peluang

dan ancaman.

Beberapa hal yang menjadi tantangan dan peluang dalam

pengembangan pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Banjaran

untuk lima (5) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1) Kekuatan (Strengths)

. Komitmen pimpinan terhadap perbaikan pelayanan publik dan

tata kelola pemerintahan.

. Struktur organisasi yang telah terbentuk dengan perangkat

pendukung teknis.

. Dukungan regulasi dan pedoman teknis dari pemerintah pusat

dan kabupaten.

. Adanya sistem informasi pemerintahan seperti SIPD,

Siskeudes, yang mendukung pengelolaan administratif dan

pengawas€rn.

2) Kelemahan (Weaknesses)

. Kompetensi SDM yang belum merata, dengan beberapa unit

keda dan desa mengalami kekurangan keterampilan.

. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam pelayanan publik

dan operasional pemerintahan.

. Integrasi antara perencanaan, penganggaran, pelaporan, dan

pengawasan yang masih belum optimal.

. Belum Optimalnya inovasi layanan publik berbasis digital, baik

di tingkat kecamatan mauPun desa.

3) Peluang (Opportunities)

. Dukungan program nasional seperti reformasi birokrasi,

digitalisasi pelayanan, dan Dana Desa yang dapat mendorong

kualitas pelayanan dan pembangunan.

. Kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan efisiensi

dalam pelayanan publik dan pengelolaan kinerja.

' Partisipasi masyarakat yang semakin meningkat dalam

pengawasan dan pengambilan keputusan publik, menciptakan

peluang untuk transparansi.
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. Kebijakan pemerintah yang mendukung penguatan peran

kecamatan sebagai simpul koordinasi pembangunan desa.

4) Tantangan (Threats)

. Dinamika regulasi yang sering berubah dan belum

tersosialisasi secara menyeluruh di kalangan aparat desa dan

kecamatan.

. Ketimpangan kualitas antar desa dalam pelayanan,

pengelolaan aset, dan pembangunan, yarrg berpotensi

memperburuk kesenjangan pembangunan.

. Resistensi terhadap perubahan budaya kerja, terutama terkait

dengan inovasi dan digitalisasi yang memerlukan adaptasi.

. Keterbatasan fiskal daerah yang membatasi pembiayaan untuk

peningkatan kualitas kine{a pemerintahan.

. Risiko lemahnya akuntabilitas jika sistem evaluasi internal

tidak diperkuat dan dijalankan secara konsisten.

Isu Strategis

Dalam rangka penJrusunan Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029, diperlukan penelaahan

terhadap isu permasalahan yang berkembang di wilayah serta

relevansinya dengan arah kebijakan pembangunan daerah

sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2025-2029. Penetapan isu strategis ini merupakan langkah penting

untuk memastikan bahwa program dan kegiatan kecamatan dapat

menjawab kebutuhan nyata masyarakat sekaligus mendukung

pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Sejumlah permasalahan pokok yang muncul di wilayah

Kecamatan Banjaran antara lain masih adanya tumpukan sampah

yang berdampak pada kualitas lingkungan, kemacetan pada jam-

jam tertentu yang mengganggu mobilitas masyarakat, tingginya

kasus stunting yang memerlukan penanganan berkelanjutan, serta

pelayanan publik yang dinilai belum optimal. Selain itu, sektor

ekonomi lokal meLalui UMKM masih menghadapi keterbatasan daya

saing dan akses pasar, sementara potensi desa wisata belum

tergarap secara maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi

wilayah.

Permasalahan tersebut jika tidak segera diatasi akan

menimbulkan hambatan bagi upaya peningkatan kesejahteraan
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masyarakat dan pencapaian pembangunan berkelanjutan. Oleh

karena itu, isu strategis Kecamatan Banjaran dalam Renstra 2025-

2029 diarahkan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan

publik, penanganan pefinasalahan lingkungan dan transportasi,

percepatan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, penguatan

daya saing ekonomi lokal, serta optimalisasi pengembangan desa

wisata berbasis potensi wilayah.

Dengan mengacu pada isu permasalahan yang ada dan selaras

dengan RPJMD Kabupaten Bandung 2A2y2O29, Kecamatan

Banjaran diharapkan mampu menetapkan kebijakan strategis yang

lebih tepat sasaran, efektif, dan berdaya guna bagi masyarakat..

Isu-isu strategis Kecamatan Banjaran dapat dilihat pada tabel

berikut ini:.

Tabel 2.14 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Banjaran

Potensi
Daerah
Yang

Menjadi
Kewenang

an PD

Permasala
han PD

Isu KLHS
Yang

Relevan
Dengar PD

Isu Lingkungan Dinamis Yang
Relevan Dengan PD Isu

Strategis
PDGlobal Nasional Regional

Pelayanan
Publik
Kecamata
n

Tingkat
kepuasan
masyaraka
t terhadap
layanan
publik di
kecamatan
belum
optimal

Pengemban
gan
layanan
publik yang
ramah
lingkungan
, efisien,
dan
berorientas
i pada
kepuasan
masyarakat

Tren global
pelayanan
publik
berbasis
teknologi
dan smart
city

Kebijakan
nasional
terkait
Sistem
Pemerinta
han
Berbasis
Elektronik
(sPBE)
dan
peningkata
n kualitas
pelayanan
publik

Integrasi
sistem
layanan
drgrtal
antarrnit
di tingkat
kecamatan

Peningkata
n sarana-
prasarana,
penataan
alur
layanan,
sosialisasi
standar
pelayanan,
dan
peningkata
n
kompetensi
aparatur

Pemerinta
han Desa

Percepatan
pembangu
nan desa
belum
terlaksana
secara
optimal

Penerapan
pembangu
nal desa
yanS
berkelanjut
arl,
berwawasa
n
lingkungan
, dan
adaptif

Agenda
Pembangu
nan
Berkelanju
taa {SDGs}
terkait
pembangu
nan
pedesaan

Regulasi
nasional
terkait
pembangu
nan desa
dan
pengelolaa
n aset
desa

Pendampin
gan teknis
dan
penguatan
kapasitas
aparatur
desa di
wilayah
kecamatan

Peningkata
n kapasitas
aparatur
desa, akses
data
pembangu
nan,
pemahama
n siklus
perencanaa
n dan
pengelolaa
n aset,
serta
evaluasi
pembangu
nan desa
secara
terstruktur
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Sumber: Hasit Analisi Kecamatan Banj aran, 2O25

Potensi
Daerah
Yang

Menjadi
Kewenang

an PD

Permasala
han PD

Isu KLHS
Yang

Relevan
Dengan PD

Isu Lingkungan Dinamis Yang
Relevan Dengan PD Isu

Strategis
PDGlobal Nasional Regional

Akuntabili
tas
Internal

Akuntabilit
as kinefa
instansi
kecarrratan
belum
maksimal

Penerapan
sistem
manajemen
kinerja
berbasis
hasil,
transparan,
dan
akuntabel

Digitalisasi
manajeme
n kinerja
darr
praktik
good
governanc
e

Kebijakan
nasional
Sistem
Pengendali
al Intern
Pemerinta
h (sPrP)
darr
standar
akuntabilit
as instansi

Implement
asi
monitoring
dan
evaluasi
berbasis
teknologi
informasi
di
kecamatan

Peningkata
n
pemahama
n prinsip
akuntabilit
dS,
pelaksanaa
n
monitoring
internal,
koordinasi
prmpman-
staf, dan
pemanfaata
n teknologi

I informasi
I .".".,
I optimal

Pengelolaa
n Aset
Daerah

Pengelolaa
n aset
daerah
dan
kondisi
f,sik aset
masih
belum
optirnal

Pemelihara
an aset
daerah
SECAI€I
periodik,
efisien, dan
berkelanjut
an

Standar
internasio
naI
marajeme
n aset
publik
berkelanju
tan

Regulasi
nasional
terkait
pemelihara
an aset
darr tata
kelola
Barang
Milik
Daerah
(BMD)

Koordinasi
antarunit,
pengawasa
n, dan
alokasi
anggaran
pemelihara
an aset di
kecarnatan

Penerapan
sistem
pemelihara
an
periodik,
inventarisa
si berkala,
pengawasa
n optimal,
dan alokasi
anggaran
memadai



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1.1 Tujuan

Tujuan Kecamatan Banjaran dalam Renstra Kecamatan

Banjaran Tahun 202S-2029 merupakan penjabaran dari misi

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung sebagaimana

tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029,

khususnya misi ketiga yaitu "Mengoptimalkan Tata Kelola

Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan,

dan Akuntabel." Penetapan tujuan tersebut dimaksudkan untuk
memberikan arah dan pedoman strategis bagi seluruh program,

kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan

Banjaran selama periode lima tahun ke depan.

Sejalan dengan misi tersebut, tujuan yang ditetapkan dalam

Renstra Kecamatan Banjaran adalah "Meningkatnya Kualitas

Pelayanan Publik." Peningkatan kualitas pelayanan publik

dimaknai sebagai suatu proses berkesinambungan yang melibatkan

perbaikan tata kelola pemerintahan, peningkatan profesionalisme

aparatur, serta penguatan mekanisme pelayanan yang responsif,

transparan, dan akuntabel. Untuk mengukur pencapaian tujuan

ini, digunakan indikator tujuan yaitu "Laju Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)", indikator tersebut sekaligus menjadi instrumen

evaluasi yang objektif bagr Kecamatan Banjaran dalam

melaksanakan perbaikan dan inovasi pelayanan publik secara

berkelanjutan.

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Ta}:,lun 2025-2029

Tujuan dan sasaran merupakan tahapan perumusan arah strategis

yang menggambarkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan

pembangunan jangka menengah daerah. Rumusan tersebut menjadi

landasan bagi penyusunan kerangka kinerja Kecamatan Banjaran dalam

kurun waktu lima tahun. Penetapan tujuan dan sasaran dimaksudkan

untuk memberikan kejelasan arah pembangunan serta memastikan

konsistensi antara kebijakan daerah dengan pelaksanaan program dan

kegiatan di tingkat kecamatan.
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3.t.2 Sasaran

Sasaran Renstra Kecamatan Banjaran dirumuskan dengan

mengacu pada masing-masing uru san yang menjadi tanggung

jawab kecamatan. Salah satu sasaran utama yang ditetapkan

adalah "Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Kecamatan". Sasaran ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi

Perangkat Daerah, serta berperan sebagai indikator intermediate

outcome berupa Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

Penetapan sasaran ini berlandaskan pada RPJMD

Kabupaten Bandung 2025-2029, yang menekankan pentingnya

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu prioritas

pembangunan. Dengan mengukur IKM, Kecamatan Banjaran dapat

menilai sejauh mana pelayanan yang diberikan memenuhi harapan

masyarakat, sekaligus menjadi acuan dalam merancang program

dan kegiatan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Lebih lanjut, sasaran ini tidak hanya mencerminkan upaya

peningkatan kualitas pelayanan administrasi dan publik, tetapi

juga berfungsi sebagai alat evaluasi internal untuk memastikan

bahwa seluruh proses pelayanan beq'alan sesuai dengan standar

yang telah ditetapkan
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Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecam'atan Banjaran

Banjarm, 2025

NSPK dan Sasaran
RPJMD yang Relevan

Tujuan Sasaran Indikator
Target Tahun

Ket.
2025 2026 2027 2024 2029 2030

(1) 12) (3) (4t (s) (6) {7t (8) (e) (1 0) (11)

Meningkatnya Kualitas
Birokrasi yang [,ebih
Transparan, Akuntabel,
Efektif dan Efisien

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik

Laju Indeks
Kepuasan
Masyarakat IKM)

o,22 0,35 o,47 0,5 1 0,56 o,67

Persentase dari selisih
nilai IKM di kecamatan
antara tahun beq'alan
dengan tahun
scbelumnya,
dibandingkan dengan
nilai IKM tahun
sebelumnya

Mcningkatnya
Kepuasan Maeyarakat
tcrhadap Pelayanan
Kecamatan

Nilai lndeks
Kepuasan
Masyarakat flKM)

85,20 Poin 85,50 Poin 85,90 Poin 86,34 Foin 86,82 Poin 87,40 Poin

Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat sesuai
PerrnenPAN R) Nomor
14 Tahun 2017
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3.2 Strategi Kecamatan Banjaran dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025*

2029, Kecamatan Banjaran menetapkan strategi dan arah kebijakan yang

berorientasi pada peningkatan kualitas dan optimalisasi pelayanan publik.

Fokus ini selaras dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Bandung

untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan

melayani, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat secara adil

dan merata.

Kecamatan Banjaran berperan sebagai unit pelaksana teknis

kewilayahan yang memiliki posisi strategis dalam menjembatani

kepentingan pemerintah daerah dengan kebutuhan masyarakat. Oleh

karena itu, strategi yang diambil diarahkan pada peningkatan kapasitas

aparatur, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan, serta

penyempurnaan mekanisme pelayanan publik yang cepat, transparan, dan

akuntabel. Arah kebijakan ini mencakup penguatan peran kecamatan

sebagai simpul koordinasi pembangunan, optimalisasi pelayanan

administrasi kependudukan, serta percepatan penanganan aspirasi

masyarakat melalui sistem layanan terpadu. Dengan berlandaskan pada

prinsip-prinsip pelayanan prima dan inovatif, Kecamatan Banjaran

bertekad untuk menjadi garda terdepan dalam mendukung pencapaian

sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam aspek peningkatan

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan. Untuk

mengarahkan pencapaian tersebut, strategi pembangunan dibagi ke dalam

lima tahapan utama, yaitu.

Tabel 3. 2 Penahapan Renstra Kecamatan Banjaran

Tahap I

(2o26)

Tahap II

(2027].

Tahap III

{2o28r'

Tahap IV

{2A2el

Tahap V

(2030)

(1) (2) (3) (4) (s)

Peningkatan

SDM

aparatur

kecamatan,

sarana dan

prasarana

serta

Peningkatan

SDM

aparatur

kecamatan,

sarana dan

prasarana

pelayanan

Peningkatan

pelayanan

publik yang

berorientasi

pada

kebutuhan

dan kepuasan

Peningkatan

pelayanan

publik yang

berorientasi

pada

kebutuhan

dan kepuasan

Peningkatan

pelayanan

publik

berbasis

digital

berorientasi

kepuasan



Tahap I

(2O26]'

Tahap II

(2027l'

Tahap III

(20281

Tahap IV

pa2el
Tahap V

(2030)

1 )( t2l (3) (4) (s)

mekanisme

pelayanan

pubiik yang

berorientasi

pada

kebutuhan

dan kepuasan

masyarakat

publik yang

berorientasi

pada

kebutuhan

dan kepuasan

masyarakat

serta

membangun

pelayanan

berbasis

digital

masyarakat

melalui

peningkatan

pelayanan

berbasis

digital

masyarakat

melalui

penerapan

pelayanan

berbasis

digital

masyarakat

yang

berkelanjutan

Peningkatan

kegiatan

pemberdayaa

n masyarakat

desa/kelurah

an melalui

pemetaan

permasalaha

n dan potensi

lokal

Peningkatan

kegiatan

pemberdayaa

n masyarakat

desa/kelurah

an dengan

mendorong

inovasi

berdasarkan

hasil

pemetaan

permasalaha

n dan potensi

lokal

Peningkatan

kegiatan

pemberdayaa

n masyarakat

desa/kelurah

an berbasis

potensi lokal

melalui

peningkatan

inovasi dan

kolaborasi

lintas sektor

Penguatan

kegiatan

pemberdayaa

n masyarakat

desa/kelurah

an berbasis

potensi lokal

melalui

peningkatan

inovasi dan

kolaborasi

lintas sektor

Penguatan

kegiatan

pemberdayaa

n masyarakat

desa/kelurah

an berbasis

potensi lokal

melalui

peningkatan

inovasi dan

kolaborasi

lintas sektor

yang

berkelanjutan
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Sumber: Hasil Analisi Kecamatan Banjaran, 2425

3.3 Arah Kebijakan Kecamatan Banjaran dalam Mencapai Trrjuan dan Sasaran

Renstra Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2029

Arah kebijakan Kecamatan Banjaran dalam mencapai tujuan dan

sasaran Renstra Tahun 2025-2029 ditetapkan sebagai pedoman

operasional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan. Kebijakan ini

merupakan implementasi dari Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria

(NSPK) yang diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten

Bandung Tahun 2025-2029.
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Dalam upaya mendukung visi, misi, dan sasaran pembangunan

daerah, Kecamatan Banjaran menyusun arah kebijakan dalam dokumen

Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Penyusunan arah

kebijakan ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2O25-

2029, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat kecamatan

dapat beq'alan selaras dengan tujuan pembangunan kabupaten. Dengan

demikian, Renstra Kecamatan Banjaran diharapkan mampu menjadi

instrumen perencanaan yang adaptif, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Arah kebijakan Kecamatan Banjaran difokuskan pada peningkatan

kualitas birokrasi yang lebih transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Hal

ini diwujudkan melalui penguatan tata kelola pemerintahan yang berbasis

pada prinsip good gouernance serta peningkatan kapasitas aparatur dalam

melaksanakan pelayanan publik. tangkah tersebut menjadi penting agar

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan mampu menjawab tantangan

dinamika pembangunan serta tuntutan masyarakat terhadap birokrasi

yang profesional. Selain itu, Kecamatan Banjaran juga menempatkan

peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai prioritas utama. Pelayanan

pubtik diarahkan agar lebih responsif, cepat, mudah diakses, serta

berorientasi pada kepuasan masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan

tersebut diharapkan tidak hanya memperbaiki kinerja aparatur, tetapijuga

memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Di sisi lain, pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal

menjadi bagian penting dalam arah kebijakan Renstra Kecamatan

Banjaran. Melalui penguatan partisipasi masyarakat, potensi ekonomi,

sosial, dan budaya lokal dapat dioptimalkan sebagai modal pembangunan

yang berkelanjutan. Dengan strategi ini, pembangunan di Kecamatan

Banjaran diharapkan tidak hanya terfokus pada birokrasi dan pelayanan,

tetapi juga mampu menciptakan kemandirian masyarakat serta

meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh.
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Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Banjaran

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran, 2025

No

Sasaran

RPJMD yang

Relevan

Arah Kebijakan

RPJMD

Arah Kebijakan

Renstra PD
Ket.

(1) (21 (3) {41 (s)

1 Meningkatny

a Kualitas

Birokrasi

yang Lebih

Transparan,

Akuntabel,

Efektif, dan

Efisien

Peningkatan

kualitas pelayanan

publik dan

pemberdayaan

masyarakat di

desa/kelurahan

berbasis potensi

1okal

Peningkatan

pelayanan publik

yang responsif,

adaptif,

transparan,

akuntabel dan

berbasis digital

berorientasi pada

kepuasan

masyarakat serta

pemberdayaan

masyarakat di

desa/kelurahan
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, OEN KINER"IA PENYELENGGARAAN

BIDANG I.JRUSAN

4.1 Uraian Program, Kegiatan, Sub kegiatan beserta Kine{a, Indikator, Target,

dan Pagu Indikatif

Dalam upaya mendukung pencapaiaa visi dan misi pembangunan

Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran menJrusun program-program

pembangunan yang terintegrasi dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2025-2029. Program-program ini dilengkapi dengan indikator keluaran

yang jelas dan terukur, sehingga menjadi instrumen strategis untuk

mewujudkan s€rsaran pembangunan daerah sesuai prioritas yang telah

ditetapkan.

Pelaksanaan program dilakukan melalui kegiatan dan sub kegiatan

yang disusun secara sistematis dan terarah. Setiap kegiatan dirancang

untuk memastikan pencapaian sasaran secara efektif, efisien, dan

akuntabel. Penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan ini

berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850

Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam

Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 mengenai Hasil Verihkasi, Validasi,

dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi, serta Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta pendanaan

Kecamatan Banjaran selama periode 2025-2029 disajikan secara rinci

pada tabel berikut.
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Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ SubKegiatan Renstra Kecamatan Banjaran

NSPK Dan
Sasaran

RPJMD Yang
Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub

Kegiatan
Ket

(1) (2) (3) (41 (s) (6) t7l {8}

Meningkatnya
Kualitas
Birokrasi
yang Lebih
Transparan,
Akuntabel,
Efekti dan
Efisien

Menirqgkatnya
Kualitas
Pelayanan
Publik

Laju Indeke Kepuasan MasYarakat
(rKM)

Persentase dari selisih nilai IKM di
kecamatan antara tahun berjalan
dengan tahun sebelumnya,
dibandingkan dengan nilai IKM
tahun sebelumnya

Meningkatnya
Kepuaoan
Masyarakat
terhadap
Pelayanan

Nilai lndeks Kepuaaan MasYarakat
(IKM)

Hasil Survey Kcpuasan
Masyarakat sesuai PermenPAN R)

Nomor 14 Tahun 2017

Meningkatnya Tata
Kelola lnternal
Perangkat Daerah

1. Indeks Reformasi Birokrasi
Perangkat Dacrah
2. Indeke Manajemen Risiko
Perangkat Daerah

PROCRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN I
KOTA

Hasil Evaluasi Reformaei Birokrasi
Perangkat Daerah Hasil Maturitas
Manajemen Risiko (MR) Perangkat
Daerah

Tenlakeananya Perencanaan
Penganggaran dan Evaluagi
Kirrerja Perangkat Daerah

Nilai Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP)

Perencanaan
Penganggaran dan
Evaluaei Kincrja Perangkat
Daerafr

Haeil evaluasi implemcntasi SAKIP
oleh Inspektorat Kabupaten
Bandung

Tensusunnya Dokumen
Penencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Dokumcn Perencanaan
Perangkat Dacrah

Pcnyusunan
Perencanaan
Daera&r

Dokumen
Perangkat

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah

Tereedianya Dokumen RKASKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-S KPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasit Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi
Penyusunan
RKA-SKPD

dan
Dokumen

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Tensedianya Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan LaPoran Hasil
Koordinasi Pcnyusunan Dokumcn
Penubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumcn Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Dokumen
Pcrubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Pcrubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Pcrubahan RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPASKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-S KPD

Koordinasi dan
Penyusunan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
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Tensedianya Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyueunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi
Penyusunan
DPA- SKPD

dan
Perubahan

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Dokumen
Perubahan DP,q,-SKPD

Tenecdianya Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Rcalisasi
Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan LaPoran
Capaian Kinerja dan Ikhtiear
Reslieasi Kineda SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyuaunan Laporan
Capaian Kinerja dan lkhtisar
Realisaei Kinerja SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan
Ikhtiaar Realisaei Kinerja
SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisaei Kinerja
SKPD dan Laporan Hasil
Koordinaei Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinefia SKPD

Tersedianya Dokumen Hasil
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral
Dacrah

Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Pendukung Statistik
Daerah

Hasil
Walidata
Scktoral

Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statiatik
Sektoral Daerah

Jumlah Dokumen
Penyelenggaraan
Pendukung Statietik
Daerah

Hasil
Walidata
Sektoral

Tcnsedianya Data Statistik
Sektoral Daerah yang Telah
Dikumpulkan dan DiPeriksa
Lingkup Perangkat Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral
Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah

Pelakeanaan Pengumpulan
Data Statiatik Sektoral
Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral
Daerah yang Telah Dikumpulkan
dan Diperiksa Lingkup Perangkat
Daerah

Terlaksananya Administragi
Keuangan Perangkat Daerah Yang
sceuai $AP

Persentase Dokumen pelakeanaan
Administrasi Keuangan yang tePat
waktu

Administraei Keuangan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi
keuangan yang tclah disusun
sesuai ketentuan / Jumlah
Dokumcn Administrasi Kcuangan
vans harus disusun x 1007.

Tersedianya Gaji dan Tunjangan
ASN

Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji
Tunjangan ASN

dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji
dan Tunjangan ASN

Tenscdianya Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan LaPoran
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Kcuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan
Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Kcuangan Akhir
Tahun SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tereedianya Laporan Keuangan
Bulanan/
Triwulanan/Semesteran SKPD
dan Laporan Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
B ulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
B ulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD

Koordinasi
Penyusunan
Keuangan
Triwulanan/
SKPD

dan
Laporan

Bulanan/
Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan
B ulanan/Triwulanan/ Semesteran
SKPD

{2\

I



83

NSPK Dan
Sasaran

RPJMD Yang
Reievan

Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Ket

I1,| QI (3) @\ (5) (61 (7\ (8)

Teneedianya Dokumen Pelaporan
dan Analisis Prognosis Realisaei
Anggaran

Jumlah Dokumen Peiaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Penyusunan Pelaporan
dan Analisis Prognosis
Realieasi Anggaran

Jumlah Dokunen Pelaporan dan
Ana.lisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Terlaksananya Administrasi BMD Persentase Pemenuhan Dokumen
Adminietrasi BMD

Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat
Dacra[r

Jumlah Dokumen Administrasi
BMD yang telah dieusun sesuai
kctentuan / Jumlah Dokumen
Administrasi BMD yang harus
disueun x IO0%t

Tenlaksananya Rekoneiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Jumlah Laporan Rekoneiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang Milik
Daerah pada SKPD

Terlaksananya Adminietrasi
Kepegawaian yang Tepat Waktu

Persentase Dokumen Administrasi
Kepegawaian yang tepat waktu

Administrasi Kcpegawaian
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Administrasi
Kepegawaian yang telah disusun
sesuai ketentuan / Jumlah
Dokumen Administrasi
Kepegawaian yang harus disusun
x IOOY"

Tensedianya Fakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas
boeerta Atribut
Kelengkapannya

Jumlah Paket Pakaian Dinas
beeerta Atribut Kelengkapan

Tenlaksananya Koordinasidan
Pclaksanaaan Sistenr Informasi
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil
Koordinasi dan PcLaksanaaa.n
Sietem Informaei Kepegawaian

Koordinasi dan
Pclaksanaan Sistem
Informasi Kepegawaian

Jumlah D,okumen Hasil
Koordinaei dan Pelaksanaaan
S istem Informasi Kepegawaian

Terlaksananya Sosialisasi
Penaturan Perundang-U ndangan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan

Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan

Jumiah Orang yang Mengikuti
Sosialieasi Peraturan Perundang-
Undangan

Tenlaksananya Pelayanan
Administrasi Umum Perangkat
Daerah

Fereentase Dokumen pemenuhan
Pelayanan Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Admiuistraei
Perangkat Daerah

Umum Jumlah Dokumen Administraoi

Umum yang telah disusun sesuai

ketentuan / Jumlah Dokumen

Administrasi Umum yang harus

disueunx 10096
Tereedianya Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalaei
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Komponen
Instalasi
Listrik/ Penerangan
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan
Kantoryang DiBediakan

Tensedianya Peralatan
Penlengkapan Kantor

dan Jumlah Paket
Perlengkapan
Disediakan

Peralatan dan
Kantor yang

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

Tensedianya Peralatan Rumah
Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan

Penyediaan
Rumah Tangga

Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah
Tangga yang Disediakan
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Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Penyedian Barang
Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang D isediakan

Terlaksananya
Kunjungan Tamu

Fasilitasi Jumlah Laporan
Kunjungan Tamu

Fasilitasi Fasilitasi Kunj ungan Tarn u Jumlah Laporan
Kunjungan Tamu

Fasilitasi

Tcrlaksananya Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultaei
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Penyelcnggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

Terlaksananya Penatausahaan
Areip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan
Arsip Dinamie pada SKPD

Tenlaksananya Pengadaan Barang
Milik Dacrah

Perscntase Dokumcn Pelayanan
Pengadaan Barang Milik Daerah

Pcngadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urugan
Pemcrintah Daerah

Jumlah Dokumen Pelayanan

Pcngadaan Barang Milik Daerah
yang

terpenuhi / Jumlah Dokumen

Pelayanan Pengadaan Barang
Milik
Daerah yang harus dipenuhi x
lOOo/o

Tensedianya Kendaraan Dinae
Operasional atau Lapangan

Junrlah Unit Kendaraan Dinae
Operasional atau Lapangan yang
Dieediakan

Pengadean Kendaraan
Dinas 0perasional atau
Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operaeional atau Lapangan yang
Disediakan

Tensedianya Mebel Jumlah Paket
Disediakan

Mehel yang Pengadaan Mebel J Paket yang
Disediakan

Tersedianya Peralatan dan Mesin
Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Disediakan

Terlaksananya Penyodiaan Jasa
Penunjang Uruaan Pemerintah
Daerah

Persentaec laporan p6nyediaan
Jasa Penunjang Uruean
Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa
Penunjang Uruaan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa

Penunjang Urusan PD yang telah

disusun / Jum1ah Laporan

Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan

PD vanq harus digueun x 1007o

Tensedianya Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya
Air darn Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan
Listrik yang Disediakan

Tersedianya Jasa
Umum Kantor

Pelayanan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Urnum Kantor yang
Disediakan

I
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Terpeliharanya
Daerah

Bararrg Milik Persentase BMD dalam Kondisi
Baik

Pemeliharaan Barang Milik
Daeralh Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Aset Barang Milik Daerah

dalam Kondisi Baik / Jumlah Aset

Barans Milik Daerah x lOO7o

Tensedianya Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Penizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan Yang
Dipelihara dan dibayankan Pajak
dan Perizinannya

Penyediaan Jaaa
Pemeliharaan Biaya
Pemeliharaan Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinae
Operasional ateu
Lananrran

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Dipelihara dan dibayarkan Pajak
dan Perizinannya

Terlakeananya Pemeliharaan
Peralatan dan Meein LainnYa

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara

Terlaksananya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya

Jumlah Gcdung Kantor
Bangunan LainnYa
Dipclihara/ D irehabilitasi

dan
yang

Pemeliharaan/ Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor
Bangunan Lainnya
Dipclihara/ Direhabilitasi

dan
yang

Tenlaksananya
Pemeliharaan/ Rehabilitasi S arana
dan Prasarana Pendukung
Gcdung Kantor atau Bangunan
Lainnva

Jumlah Sarana dan Praearana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Yang
D ipclihara/ Direhabilitaei

Pemeliharaan/ Rehabilitaci
Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya yang
Dipelihara/ Direhabilitasi

Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
kecamatan dalam
mengelola uruaan
pemerintahan
umutrn sebagai
pcrpaqjangan
tang&n Kepala
Dacrah

Pergentase pelaksana.an
pelimpahan kewenangan urusan
pemerintahan umum dari KePala
Daerah kepada Camat

PROGRAM
P8}.IYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN
PELAYANAN PUBLIK

Jumlah uruaan pemerintahan
yang dilekoanakan : Jumlah
urusan pemerintahan yang
dilimpahkan x l0o'%

Tereelenggaranya kegiatan
pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja lain
di kecamatan

Persentase pelaksanaan urusan
yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja lain

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidek
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ii.da di Kecamatan

jumlah pelaksanaan kegiatan
yang tidak dilaksanakan oleh unit
kerja lain di kecamatan/jumlah
kegiatan yang direncanakan yang
tidak dilaksanakan oleh unit kerja
lain di kecamatan x 1007o

Terlaksananya
Pencepatan PencaPaian
Pelayanan Minimal di
Kecamatan

Fasilitasi
Standar
Wilayah

Jumlah Laporan
Percepatan Pencapaian
Pelayanan Minimal di
Kecamatan

Fasilitasi
Standar
Wilayah

Fasilitasi Percepatan
Pencapaian Standar
Pelayanan Minimal di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Pasilitaei
Perccpatan Pcncapaian Standar
Pelayanan Minimal di Wilayah
Kecamatan

Meningkatnya Efektifitas
Kqgiatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di WilaYah
Kecamatan

Peningkatan Efektifitas
Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan
kepada Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

I

I2l (3)
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Tea:selenggaranya koordinasi
pemeliharaan prasarana dan
sarana Pelayanafl umum

Perscntase
Pemeliharaan

Koordinasi
Prasarana dan

Sarana Pelayanan Umum

Koordinasi Pemeliharaan
Prasarana dan Sarana
Pelayanan Umum

Jumlah koordinasi pemeliharaan
prasarana dan earana pelayanan
umum yang terlaksanaf Jumlah
koordinasi pemeliharaan
prasarana dan sarana pelayanan
umum vanq dir,encanakan x 1007o

Terlaksananya Koordinasi/ Sincrgi
dengan Perangkat Daerah
dan/atau lnstansi Vertikal Yang
Terkait dalam Femeliharaan
Sanana dan Prasarana PelaYanan
Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Dacrah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum

Koordinasi/Sinergi dengan
Perangkat Daerah
dan/atau Instansi Vertikal
yang Terkait dalam
Pemeliharaan Saraaa dan
Praearana Pelayanan
Umum

Jumlah Dokumen
Koordinasi/Sirrcrgi dengan
Perangkat Daerah dan/atau
Instansi Vertikal yang Terkait
dalam Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana Pelayanan Umum

Terselenggaranya
pelimpahan kepada camat

urusan Pergentase Urusan Pelimpahan
kepada Camat yang dilaksanakan

Pelaksanaan
Pemerintahan
Dilimpahkan
Camat

Urusen
yang

kepada

Jumlah Uruean Pemerintahan
yang Dilimpahkan kepada Camat
yang terlaksana / Jumlah Urusan
Pcmerintahan yang Dilimpahkan
kepada Camat yang direncanakan
x 1007o

Terlaksananya Urusan
Pemerintahan yang Terkait
dengan Kewcnangan Lain Yang
Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Kewenangan Lain yang
Dilirnpahkan

Pelakcanaan Urusan
Pemerintahan yang Terkait
dongan Kewenangan Laln
yang Dilimpahkan

Jumlah Laporan Pelakoanaan
Kewenangan Lain yang
Dilimpahkan

Meningkatnya
kapaeitas dan
peran Lembaga
Kemasyarakatan
Desa dan
Kelurahan dalam
mendukung
penyelenggataan
pemerintahan dan
pemberdayaan

Persentasc
Kemasyarakatan

Lembaga
Dcsa dan

Kelurahan yang dibina

PROGRAM
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA DAN
KELURAHAN

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
Desa dan Kelurahan yang dibina :

Dibagi Jumlah Keeeluruhan
Lembaga Kcmasyrakatan Deea
dan Kelurahan x 1007o

Teneelenggaranya koordinasi
kegiatan pemberdayaan desa

Persentase Koordinaei Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

Jumlah Koordinasi Kcgiatan
Pemberdayaan Desa yang
terlakaana/ Jumlah Koordinasi
Kegiatan Pe mberdayaan Desa yang
direncanakan x lOOYD

Meningkatnya PartisiPasi
Masyarakat dalarn Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang Berpartisipasi dallam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa

Jumlah Lembaga Kemasyarakatan
yang Berpartisipasi dalam Forum
Musyawarah Perencanaan
Pembangunan di Desa



a7

NSPK Dan
Sasaran

RPJMD Yang
Relevan

Tujuan Sasaran O utcorne Output Indikator Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Ket

(l) I2l (3) AI (s) (6) t7l l8)
Meningkatnya Efektifritae Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Pcningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecarnatan

Jumlah Laporan Peningkatan
Efektivitas Kegiatan
Pemberdayaan Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Teneelenggaranya
pembinaan
kemasyarakatan
kecamatan

fasilitasi dan
lembaga
tingkat

Persentaee Lembaga
Kemasyarakatan yang Terfasilitasi
dan Dibina

Pemberdayaan Lembaga
Kemaayarakatan Tingk^at
Kecatnatan

Jumlah Lembaga Kemaeyarakatan
yang Terfaailitasi/ Jumlah
fasilitasi Lembaga
kemasyarakatan yang

x 1009/0
Meningkatnya Kapaeitas Lembaga
Kcmasyarakatan

J u mlah Lembaga Ke maeyarakatan
yang Ditingkatkan Kapasitasnya

Peningkatan Kapaeitas
Lembaga Kemasyarakatan'r

J umlah Lembaga Kcmaeyarakatan
yang Ditingkatkan Kapasita.snya

Tenlaksananya
Pengembangan
Masyarakat

Fasilitasi
Usaha Ekonomi

Jumlah Laporan
Pengembangan Usaha
Maa3larakat

Fasilitasi
Dkonomi

Fasilitasi Pcngembangan
Usaha Ekonomi
Masyarakat

Jumlah Laporan
Pengembangan Usaha
Masyarakat

Fasilitasi
Ekonomi

Terlaksananya Fasilitaci
Pemanfaatan Tcknologi Tepat
Guna

Jumlah Laporan Fasilitaei
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

Fasilitasi Pemanfaatan
Teknologi Tepat Guna

Jumlah Laporan Fasilitasi
Pemanfaatan Teknologi Tepat
Guna

Tenselenggaranya faeilitasi dan
pembinaan pemberdayaan dan
keecjahteraan keluarga tingkat
kecamatan dan kelurahan

Percentase fagilitari dan
pembinaan Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Kcluarga Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan

Pcmberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga
Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan

Jumlah faeilitasi dan pembinaan
Pemberdayaan dan Kesejahteraan
Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan yar,g dilaksanakan/
Jumlah fasilitasi dan pembinaan
Pemberdayaan dan Keeejahteraan
Keluarga Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan yang direncanakan x
IOOYo

Terlaksananya peningkatan
Ketahanan Panganan Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Ketahanan Pangan
Keluarga

Peningkatan Ketahanan
Pangan Keluarga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Ketahanan Pangan
Keluarga

Meningkatnya Keeadaran
Keluarga dalam Mewujudkan
Rumah Sehat dan Layak Huni
serta Keeadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat
dan Layak Huni serta Keeadaran
Hukum tentang Kepemilikan
Rurnah

Peningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Mewujudkan Rumah Seha.t
dan Layak Huni selta
Kesadaran Hukum tentang
Kepemilikan Rumah

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Peningkatan Kasadaran Kcluarga
dalam Mewujudkan Rumah Sehat
dan Layak Huni serta Kesadara.n
Hukum tentang Kepemilikan
Rumah

I

I

I
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Tujuan Sasaran Outcome Output Indikator Program/Kegiatan/Sub
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ilt QI (3) A\ (s) (6) (7t (8|
Tcnlaksananya Penumbuhan
Kesadaran Keluarga dalam
Peningkatan Derajat Kesehatan
Keluarga dan Lingkungan dengan
Menerapkan Pcrilaku Hidup
Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat
Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Derqfat
Kesetratan Keluarga dan
Lingkungan dengan
Menerapkan Perilaku
Hidup Bersih dan Sehat

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Derajat
Kesehatan Keluarga dan
Lingkungan Dengan Menerapkan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Terlaksananya Penumbuhan
Kceadaran Keluarga dalam
Peningkatan Taraf Hidup
Kcluarga Malalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Taraf Hidup
Keluarga mclalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya

Penumbuhan Kesadaran
Keluarga dalam
Peningkatan Taraf Hidup
Kcluarga Melalui
Kehidupan Berkoperasi
dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan Kesadaran Keluarga
dalam Peningkatan Taraf Hidup
Keluarga melalui Kehidupan
Berkoperasi dan Pengembangan
Ekonomi Lainnya

Tenlaksananya Pelatihan Keluarga
Tarnggap Bencana Alam

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Alam

Pelatihan Keluarga
Tanggap Bencana Alam

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Alam

Ten'laksananya Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Pelatihan Keluarga
Tanggap Bencana Rumah
Tangga

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Pelatihan Keluarga Tanggap
Bencana Rumah Tangga

Tenlaksananya Pcnumbuhan dan
Peningkatan Kesadaran Keluarga
dalam Keterlibatan Perencanaan
Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Jumlah Keluarga yang Mengikuti
Penumbuhan dan Peningkatan
Kesadaran Keluarga dalam
Keterlibatan Perencanaan
Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Pcnunrbuhan dan
Pcningkatan Kesadaran
Keluarga dalam
Keterlibatan Percncanaan
Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitae

Jumlah Kcluarga yang Mcngikuti
Penumbuhan dan Peningkatan
Keeadaran Keluarga dalam
Keterlibatan Perencanaan
Kehidupan Menuju Keluarga
Berkualitas

Meningkatnya
efektivitas
koordinasi dalam
penegakan
Peraturan Daerah
guna mewujudkan
kondisi masyarakat
yang tentram dan
tertib

Persentase koordinasi penegakan
perda yang berkaitan dengan
kete!-rtraman dan ketertiban
umum

PROGR,AM KOORDINASI
KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Jumlah koordinasi penegakkan
perda yang berkaitan dengan
Trantibum di Kecamatan : Jumlah
koordinasi penegakkan perda yang
direncanakan berkaitan dengan
Trantibum di Kecamatan x 1009/0

Tenselenggaranya koordinasi dan
pembinaan upaya
penyele nggaraan keten:rtraman dan
kertertiban umum

Persentase Koordinasi dan
Pembinaan Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum

Koordinasi
Penyelenggaraan
Ketenteraman
Ketertiban Umum

Upaya

dan

Jumlah Koodinasi dan Pembinaan
Upaya Penyelenggaraan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang tcrlaksana/ Jumlah
Koodinasi dan Pembinaan Upaya
Penyelenggaraan Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang
direncanakan x 10Oo/"
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RPJMD Yang
Relevan

Tujuan Sasaran O utcorne Output lndikator Program/Kegiatan/Sub
Kegiatan Ket

tl] (21 (3) (4) (s) (6) (7t (8)
Tenlaksananya Sinergitas dengan
Kepolisian Negara Republik
Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Inetansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
dengan Kepolioian Negara
Republik Indonesia Tentara
Naeional Indoneeia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan

Sinergitas dcngan
Kepolieian Negara
Republik Indoneeia
Tentara Nasional Indoneeia
dan Instansi Vertikal di
Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan Hasil Sinergitas
dengan Kepolisian Negara
Republik Indonesia Tentara
Nasional Indonesia dan Instansi
Vertikal di Wilayah Kecamatan

Terlaksananya Harmonisaei
Hubungan dengan Tokoh Agama
dan Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Harmonieasi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Harmonisaei Hubungan
dengan Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat

Jumlah Laporan Pelaksanaan
Harmonisagi Hubungan dengan
Tokoh Agama dan Tokoh
Masyarakat

Tereelenggaranya koordinasi
penerapan dan pencgakan
Penaturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Pergentase Koordinasi Penerapan
dan Penegakan Peraturan Daerah
dan Peraturan Kepala Daerah

Koordinaei Penerapan dan
Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah

Jumlah Koordinasi Penerapan dan
Penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Kcpala Daerah yang
dilaksanakan/ Jumlah koordinasi
Penerapan dan Penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah yang direncanakan
x i 009/0

Tenlaksananya Koordinasi/ Sinergi
dengan Perangkat Daerah yang
Tugas dan Fungsinya di Bidang
Penegakan Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau Kepolisian
Negara Republik Indonesia

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sincrgi dangan
Perangkat Daerahyang Tugas dan
Fungsinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolisian Negara
Republik Indonesia

Koordinasi/Sinergi dcngan
Pcrangkat Daerah yang
Tugac dan Fungeinya di
Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-
Undangan dan/atau
Kepolisian Negara
Rcpublik Indoneaia

Jumlah Laporan
Koordinasi/Sincrgi dengan
Perangkat Daerah yarrg Tugas dan
Fungoinya di Bidang Penegakan
Peraturan Perundang-Undangan
dan/atau Kepolieian Negara
Republik Indonesia

Meningkatnya
efektivitas
koordinasi
kecamatan dalam
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan
umurn di wilayah
keria kecamatan

Persentase koordinaei
pelaksanaan pcnyelenggaraan
urusan pemerintahan umum

PROGRAM
PENVELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN
UMUM

Jumlah koordinasi urusan
pemerintahan umum yang
dilaksanakan : Jumlah koordinasi
urusan pemerintahan umum yang
direncanakan x 1009/0

Tereelenggaranya kegiatan uruaan
pemerintahan um Llm sesuai
penugasan Kepala Daerah

Persentase Pelaksanaaa:r Kegiatan
Uruean Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum
Sesuai Penugasan Kepala
DaeraLr

Jumlah
Urusart

Pelaksanmn
Pemerintahan

Kegiatan
Umum

Sesuai Penugasan Kepala Daerah/
Jumlah Kegiatan Uruean
Pemerintahan Umum Sesuai
Penugasan Kepala Daerah yang
direncanakan x 1007o
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(1) t2l (3) (4) (s) (6) (71 (8)

Terlaksananya
Koordinasi dan
(Bimtek, Sosialisasi,

Fasilitasi,
Pembinaan
Konsultasi)

Wawasan Kehangsaan
Ketahanan Nasional

dan

Jumlah Orang yang Mengikuti
Fasilitasi Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek Sosialisasi
Koneultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

Fasilitasi Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek
Sosialisasi Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti
Fasilitasi I{oordinasi dan
Pembinaan (Bimtek Sosialisasi
Konsultasi) Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

Terlaksananya Pembinaan
Kerukunan Antar Suku dan Intra
Suku, Umat Beragama, Ras, dan
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas Kcamanan
Lokal, Regional, dan Naeional

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antar
Suku dan Intra Suku Umat
Beragama Ras dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal
Regional dan Nasional

Pembinaan Kerukunan
Antar Suku dan Intra Suku
Umat Beragama Ras den
Golongan Lainnya Guna
Mewujudkan Stabilitas
Keamanan Lokal Regional
dan Nasional

Jumlah Orang yang Mengikuti
Pembinaan Kerukunan Antar
Suku dan Inttra Suku Umat
Beragama Ras dan Golongan
Lainnya Guna Mewujudkan
Stabilitas Keamanan Lokal
Regional dan Nasional

Tenlaksananya Tugas Forum
Pimpinan diKoordinasi

Kecamatan

Jumlah Dokumcn Tugas
Koordinasi Pimpinan
Kecamatan

Forum
di

Pelaksanaan Tugae Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecanaatan

Jumlah Dokumen Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan

Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
pemerintahan deea
mela[.ui
pembinaan,
monitoring, dan
ovaluasi yang
bcrkcsinambungan
di wilayah
kecarnatan

Persentase pembinaan monitoring
dan evaluasi pemerintahan desa

PROGRAM PEMBINAAN
DAN PENGAWASAN
PEMERINTAHAN DESA

Jumlah Pelaksanaan pcmbinaan
dan monev pada pemerintahan
desa : Jumlah perencanaan
pembinaan dan monev pada
pemerintahan desa

Terselenggaranya pembinaan dan
pengawasan deea

Pergentase deea yang dibina dan
diawasi

Facilitasi Rekomendasi
dan Koordinasi Pembinaan
dan Pengawasan
Pcmerintahan Desa

Jumlah desa yang dibina dan
diawasi/Total jumlah deea x100%n

Tenlaksananya Fasilitaei
Administrasi Tata Pemerintahan
Deea

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
dalam rangka Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
dalam rarrgka AdminiEtrasi Tata
Pemerintahan Deea

Terlaksananya Faeilitasi
Pengelolaan Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Dcsa

Jumlah Dokumen yang Difasilitasi
dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunmn Aset Desa

Jumlah Dokumen yang Difaeilitaei
dalam rangka Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset Desa

Terlaksananya Fasilitasi
Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa

Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam
rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa

Fasilitasi Pelaksanaan
Pemilihan Kepala Desa

Jumlah Dokumen Fasilitaei dalam
rangka Pelaksanaan Pemilihan
Kepala Desa
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t1) (21 (3) {4) (s) (6) t7t (8)

Terlaksananya Fasilitasi
Sinkroni6aei PerencanaaD
Pembangunan Daerah d€ngan
PembanguDan DeBa

Junrlah Dokumen sinkronieasi
Perencanaan Pemba|lgunan
Daerah denaan Pembangunan
Desa

Fasilitasi Sinkronisasi

Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
DeEa

Jumlah Dokumen Sinkronisa6i
P.r.ncanaan Pembangunan
Daerah dengan Pembangunan
Desa

sEber tlaBil Anahi rie(alnalan Banjaran, ,025

L
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Tabel 4.2 Rencana Program/ Kegiatan/ Subkegiatan dan Pendanaan

Bidang UruBaE / Prcgnm
/Out omc / Kegistaf,
/SubkeEiatan output

lodikdtor Oukome / Output Baselnd ?024

Taryet Dan Pagu lndikatifTahun

kt2026 2027 20ra 2429 20JO

Tar8€t PaSu Taryat Pa gu Targot Pa Bu 'Iarget Pagu Target Pagu

(1) (2) (3) {4) Isi {6) 17l l8l leI ( lo) l1 1) (12) lr 3) I l4)

llocarotatr Banj6ran
6.403.562.1a7,O0 6 1at.927.200.oo 6.297.024.OOO.OO 6.355.26a.550_OO 6.577.002.270.OO

Unsu! (owilavahrn
6.403.562. la7 00 6,1.8 L927.200.00 6 297 0r4 000 00 6.355 26a.550,00 6 -577 .OA2 .27 0 .OO

6.403.562. la7.OO 6.18 1.927.200,OO 6.297.O!4.OOO-OO 6.355.26a 5SO.OO 6.577 -OO2.270,OO

Prcgfe P6nunju8 U.u.an
Pcmerintahan Dcorah
Krbupabn/Kot.

1. Indckr Raro@ri Birclraui
Porangkrt Daaqh
2, lndok. M.noJ€m6n Ri.iko
P6rangkat DE oh

N/A
34,2{i Poin

55,ao Point
36,40 Poilt 5.967.5a5.537.OO

57,8o Puinr
3a.ao P6irt 5.545.93a.000,oo

59.40 Poiht
40,40 Point 5_545.93A,OOO,OO

6 l.ao PoiDt
42,4O Point 5.545.93a m0.OO

63,& Point
44,40 hint 5.54s,938.O00.00

P.rcnc.nad P6n!en8&dan
Dm Evalua.i Kin rja
Pchnglot lJe.ah

Nildi ALip 7 l,m Poin ?7,5o Poio 22.000,000,o0 7a,5O Poin 24.O00.000,o0 79,50 Poin 24.000.oo0.00 ao,50 Poin 24.O00.O00.00 al,5o Puin 24.000.oo0,oo

ItnFautrao

llacrah

Dolurun
P.runikrt Jumlah lJokumoa Pcrcncansn

Pcmngkrt Dcrah o Dokumon 2 Dokumrtr
2,Om.OO0,00 2 Dokum6n

2.OOO.O00,OO
'l Dokunron

2.OOO.OUO.OO
2llokumcn

2.OOO.OO0,OO

Rka-akpd

I)En
Dolqmn

Juhl& DukunrcD Bkd-Akpd Ds
Llporan Haril Iioordinasi
Penyu.unen Dokum6tr kka-Skpd

I Dolumon I Dokurur
5,000.ooo,oo I Dokumen

5,OO0.000,oo I DokumeD 5.ooo.ooo.oo I Dokum.n
5.O00.ooo,oo t Dokumen

5.OOO OOO,O0

Xoot{inarl Dan
Potrlrauran Doltumon
Porubrhen Rkr.6kpd

Jumlth Dokum.n Porubehaf, Rla-
Skpd Du Lrporu Hsil lioordins.i
P6Dyu!unan Dokumrn Pcrub.he
Rk&SkFd

I Dokuman I Doku@n
5.O00.o00,00 5.000,0o0,00 I Dokuhin 5.o00.o00.00 I Dokufion 5.000,o00,ou I Dolumon 5.000.000,o0

lioordinasi D.n
P.nw.unso Dp{-SLpd

Jumhh Dokufroo Bpa-skpd Ds
Lrponn H[il ll@rdin.ii
Pon}!aunao DoLumon Dp^-gkDd

I IloLumon
2.500.ooo.oo 2.500,o00,oo I DokutuGn 2 500,oDo.oo I lloLumcn 2,500,000,00

t'loo rd in r.i
Pon}!runan
Dps- skpd

llaD
PorubAhan

Jurilah Dokue.n Psrub6h!n Dpa-
Skpd Ds Laporar H6il l(oorditra.l
Ionlaiur.n DoktrmcA Porubohin
Dpa-gkrd

1 Dakumon I Dokumcn 2,S00,000,0c I I)okumcn 2 500.000,00 I Dokumcd 2.500.o00.00 I Dokumon 2.500.w0,00 1 Dokumen 2.500.mo,oo

I[oordiflali Dan
Ponrrutunan LaDoren
Crpaian lin6ia Dan
Ikhtisd RonliBA6t (tr€rja
skpd

JurJah LopoMo Crpalan Kindja
Dan lkhti.u Reali.et Kincda Bkpd
D.n Laporm Hasil l(oordinali
Pgnyutunan L{loratr Caprirn
liincrja Dan Ikhtber Noal.isasi
Kin6rjd Akpd

2 Lspord 2 LaporM 3,000,o00,oo J OOO.OOO,00
I Laporan

3 000.ooo.oo J.OOO,mO,OO
I LaFolan

3.OOO,OO0,OO

P?nFl6nggaEAn Walldata
Pcndukuna gtdirtik
S6lCoBl Da.rS

Juolah Dokufrd Ho.il
Poa!.6lcngg..Ea Wrlid.t!
Plndukung Strd*ik Soktoral
Dacreh

O Dokumon I Dokumsn 2.000.000,00 I Dokumsn
2.O00.o00,00 I Dokumcn 2,U00.oc0,00 I Dokumon 2 000.m0.00 I Dokumen 2,000.000,ou

Pchksanun PGngumpulan
Dat. gtati.tik
Da6rrh

*kb ral

Jurrlah Dsh StaU.tik goklorsl
Dlchh Yrna T6lah Dikumpulkan
Dan Diperiksa Lin8kup PdrMgkat
Ds6rah

Cr Ddta 50 D&la
2.OOO OOO,OO

50 Ddt(
2.OOO,OOO,OO

50 Data
2.OOO.OOO.OO

50 Data
2 000.ouo.oo 50 Data 2.O00.oo0,oo

Admini.tra$i lisumaan
P6rangkat Dac.dh

Pertenteo Dokumetr Polak MaM
Admiai6lrari Kcu6ngM Ysng fopat
Wrktu

IOO% loo%
4.A97.J3a.Om,OO loo% 4.897.3J8.OOO,OO toooa

4.a97,Jf,a,oOo,oo IO00 4.897 l.ra.ooo.oo too.h
4.a97.JJ&,O00,OO

Pef,yediatrn Oeji Dan Jumlah oranB Yang I\,lenerim6 CaJi
Detr Tunjaogan A!n

20 Ur6ng /
BulM

2l Orang /
Bulm 4 490.53a OOO.m

2 r uranB /
Bulan 4.a90.5JA.OOO,OO

2l oradg I
BuhD 4.A9 0.53a.OOO,OO

2l oranB /
Bulan 4-a90 53a.m0.oo

2t onns /
Bulan 4-A90 53a.mO.OO

I

I

r D"k,-", 
I

r Dokuh.o 

| 
, roo ooo,oo

I

I

s3 r 
I
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laryet Daa PaBu IndikatifTahuD
2026 2027 2O12a 2429 20JO

Bidang Ulusan / PmUram
/oukomB / IioBlahn
/SubkGgiate Output

Indikato! OuboD / Output Baloline 2024

Target PiBu Ta!g.t Pagu Ta.s6t Pagu Targot Fagu

K€t

l1) t2) l3) (4I t5) l6) 17) lE) ie) (lo) ll 1) (12) 113) ( l4)

f,oordin6ri Dan
Ponwrunan Lrporan
XeusDSaa Akhir Tahun
skpd

Jurdah LaporaD Kflangan Akhir
Tahun Skpd Dsn l,aporm Ha.il
lioordiDasi P"nnsunan LapoEn
Kcu6nButr Akhir Tatrun Skpd

I Laporu I LaForm
3.OOO.O00,OO

1 Lapo.e
3 000.oo0,o0 I laporan

3.000.oo0.oo I Laporan
3 -O00.mo.o0 I Laporan

3.000.000,oo

Koordinart
Pcn)!rutrrn
l(euangan

Ekpd

Dan
Lrporrn

Bulamil/

Jurrl.h Laporao Kouargao
Bulanan/ tri*uhnal/ E€haDtcEn
gkpd b&n LeporM Koordlile.i
Pcn!ru!unan Laponn l(cuangn
Bulmdn/T.imlMan / SlGm6braf,
Ekpd

4 L6poran
2.O00-ooo,00 4 Lapolan

2.OOO.000.oo 2.OOO.OOO,OO 2.OOO.0)O.OO
4 Laporan

2,OOO.OO0,OO

Pctr,asuoan Pclaroron f)on
Aneli.l. ProBnotir R6&lirsi

Jumlah Dokumctr PdaporM DM
An..llri. thtaorir Raaliroi I DolunEtr I Dokuhon

l.80o.ooo,o0 I Dokumrn
1.800,o00,oo I Dokumetr

l.aoo,ooo,00 I Dokuftcn I aoo,oDo,oo I Dokum.o
1.1ro0.000,00

Admlnirtr.si BiratrE Milik
Da6ruh Prdr PdhtrItrt
DMilh

FoEontar Pomcnuhan Dokumon
Adrrinlitr&ci Bmd toot^ IO0!^

4.O00 000,u0 lOO./t
4.OOO.OOO,00 100% {,000.000.00 too'h 4.000.m0.oo tao%

4.O00-000,o0

Reklorilisl Daa
P.nluuun Leporan
Brtang Millk Drarah Pada
6kpd

Jumlah LeForutr RokoBiliali Datr
PctrlDrutren Laporan Barang Milik
Dacmh Pada Skpd

I Lepo.u I LaparM
4.000.000,00 I LaporM

4.000.000,oo I Ldporan
4 000.000.oo I LaDoran

4 U00.oo0,00 I Laporan
4.OO0.OO0.O0

AdhJnl.t.[l liepage*riao
Purahlkat Dtriuh

Po[6ntur I)okurncn Adminisrui
(6po8awai6 Yrng Topd WaLtu loo% tooot

39.000,000,00 to0%
!6.00o.000,00 100.

26.OU{J.000,00 10Dqt,
26.000.O00.00 tao%

26.OO0 000,00
PGngrd&{ Psk.i.n Ulnd
Bucfi. Auibut JutrJeh Prklt Pskaisn Dind

Bd.(r AFibut lielnigkapan o Pakct 30 P^Icl
9.000,000.oo 30 Prbt

9.000,000,oo 30 Pekot
9,000.000.00 30 Paket

$,000,o00,00 30 Pak6t 9.O00.000,00

Ibordia$i Den
P€hk.anen Sistm
lnfom$i K€pog.FAien

Jumlah bokumon H..il Koordi$.ii
Dan Polals^n@n Siltrm
Infotu.ri lGp6las&lrn

0 Dolumdn I Dokumso
2.000,000,oo I D0kuh6n

2,000.ooo.oo I Dukumcn
2.000.o00,00 I Dokumon

Sorielirill Pcr.turin
P.ru0danS-UndutaD

MGnikuti
Porundeng-

Undehgin

Juinlah 0rrrg Ymg
2O O.ang 92 Oritrg

30,000,000,uo 46 Oreng
1 5.000,000,00 46 O.eng

I 3,000.9o0.00 46 Olang
I 5.U00,O00.o0 46 oren8

I 5.O00.000,00

UhumAdmiDlrtra!i
Pc.enEket Daor6h

PoFgntaro Dokum€o Pumnnuhan
P6l.yMrn Admitrj.t.ui U&um
P6Bnglrt Drcrah

loo% 100%
14a.4?4 I IO,OO

too.a
99.200.O0O,OO IOO%

99 200,OOO,OO
too% 99 200.OOO.OO

100%
99.200,OOO,OO

P.nycdise Koftf nin
Inrtalaii
Li.trik/ PEn.rungan
BanEunan liatrtor

Juml.h Pakst KomrDnon lnstalsi
Li3trik/P6n6ranaan Brngunan
Kantor Y6f, Dirrdiahtr

5 Pakot I Pdkcl
2.000.ooo,00 I Pakot

2 000.ooo,oo I Pak6t
2.OOO,mO,OO I P.kcl I OOO.ODO.OO

I Prklt
2,OOO,OOO,oO

Pedyedioan PerolatM Don
Pcrtcngkepan Kaob.

Jurreh Pdkd P*rslatan Dah
Porlanlkapan K6ntor Yang
Ditadidkar

26 Paket 26 Paket
107.724. I IO,OO 57.0oo.ooo,0o 2t Pak6t

57.OO0.OCO,OO 26 Pak.t
57.OOO.OOO.OO 26 Pak6t

57.OOO-OO0,OO

Rufrah TangSa
JurJoll Pakct Psrolataf, Rumah
TenBga Yrng Di!.diak&d 5 Pakst 7 Paket

4,O00.o00,oo 7 Pokot
{.ooo.oon,00 7 Pak€t

4.OOO.O00,00 4.O00,mo.oo 7 Paket
4.OOO.OO0.OO

P6nyedhan BoranB
Cetaken De PcngBMdau

Jumlah Pak6t BaratrB Cetakan Dan
Pcngandau YaaE DEediakM 3 Palct

5.OOO OOO,OO
3 Paket

5.0oo.ooo,oo 3 Palct
5.OOO.OOO,OO

3 Pakct
5.OOO.O00,OO 3 PskEt

5.OOO,OOO.OO

Fsilta.i l(unjungan Tnmu Jurdd LapohD
KunjunSan Tomu I Laporan

5. (r0 0 .00 0. oo 5.0m.000,00 I Laporsn
5.000.o00,00 5.000.m0,o0 1 Laporan 5.000.oo0,00

2.OOO.000,OO 
I
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BidaDg Urusan / Pegam
/Outloms / Iiegatan
/6ubkcgiatm Output

lndikator Oubom / Output Bardtn€ ?024
D&n Pagu Indikatif Tahun

2026 202a 2029 (et
Tsrgot Pagu Targat Pagu Ta18.t Pagu TarBet Pagu Tar96t Pagu

ll) t2l (3) (41 l5) t6) l7) l8) (lo) ll rl (12) lr 3) ( 14)

PonyclonSgarae Rapel
Koordinasi Dan KonsultEsi
skpd

Ju&lah Lapo.an ltnydleoggaren
Rapat limrdinari Dan lionsultaBi
skpd

2 L6poran 5 Laporan
14 .7 00 .ooD ,oa

5 Laporan
24.700.ooo,oo 5 Laporan

24.700.oo0.oo 5 l,aporan 24.700.mo.oo 5 Loporan
24 .? OO .OOO .AO

Dinmi. PrdE Skpd
Junilah Dokumcn P.nahulatracn
Aftip Dinamlr Prda Skpd o Dokumon 0 Dokum€n I Dokum6n

l.500.ooo,o0 I Dokumen
I -500.o00.oo I Dokumen

1.SOO.OOO,OO
I Dokum.n 1.500.ooo,oo

Pcn8rdun Bahng Mtlik
Da6r6h Pcnuqiatrg UruBan
P€morintah Dacreh

Po6ont&d DoLum6n Pcley.nan
P6ag&daan BrrrnS Milik D.6f.h loo% IOO%

225.38!.OOO.OO 10064
53,64A.360.OO l0o% 53 648.360.OO tu0% 53.64a.SO,OO IOO'

53.64a.360,OO

PGnBdur l(codanan
Diaaa Opcraional Atau
LapaEe

Judiah Unit liEnda.au Dinu
Oparasion l Atau Llpugan Yeg U lrnit I Unit

3d.592.OOO,OO I Unit
34.64A.360,OO I Unlt 3a 64a.360.OO I Unit 34.644 $O.OO I Unit 34,648.360.00

P€ntodafin MEb{l Ju&hh P&Lt
Di.cdt!kAn

iilGbel Yrng
I I U,nt 7 Unit

10u.79o.0oo,00 2 Unit
I t.000.000,o0 , Unit

15.ooo.o00.00 2 Unit
I 5.000.o00.00 .l Unit

r 5.000.000,00

Pengadun Plralete D6n
M6in Lrlnryr

Jutrlah Urit Pomlahn D.n Mertn
Ldnnyr frnt DLodiakM U Unit I Unit 4o.o00.o00,00 O Unit O Uait O Utrit 0 Unit

P.nycdi.sn Jcu PotrurLlang
Uru36n PahahDtehan
DaoAh

P6EcDtec Lapo.efl Penycdidn
Jiia P.truqrrtr$ Uru3an
P9mrdntehra Drsrs$r

t00% too% 340,25 1.640,O0 100%
340,25 1.640,oo 100%

340.15 1.640.OO
roo!/1,

340,25 1.6{0.OO r00% 340.25 1,640,OO

PGn),ndire Jue
Koruolk&l Buab6r fraya
Ai. Drn Li.trik

Juml.h Lrponn Pcnyodia{n Jde
Komunik6i Sufibo Daya Air Dan
Li.ttil Yrna Di.odi6h.n

l, L4poru 12 Lapore
25. r00,000,00 12 Lapru

21.100.000,00 1:l Lrporan
25 500.OO0.00 I 2 Laporrn

25.500.000,o0 l2 Laporan
23.500.000,o0

Pcnyadi|s Ja.r lalry(tran
Umuh Krnto?

Jumlah Lrporcn Pinyadiean J$a
Pclayean Uhum Xetrtor YaDg
Dl.Gdhkrn

I 2 Lr porM 12 Laporm
3 l{.75 1,640,00 l2 Leporu

3 14.7:r1.640,OO l2 L{pqrao t 14.751 .640.O0 l2 Lepodn
3 1 4.7J l.640.00 l2 L.polen

3 r4.75 1.640.OO

Prmolltrnrrrn BamnS Millk
Defah P€nunj.Dg Urusao
P6rutlrtahnn Da6uh

P6iloDte Emd Ddam liondi.i
Bdk loo% 9t,IO%

,91.1a9.78?,00 91.rO%
l0 I c00,000,oo 9 t.J0%

t0 ].500.u00.oo 9 1,40% 10I.500.mu.00 91,50% 10!.500.reo.00

PGnlrdlaan Jer
Pcmellh.rarn Biay&
Pcmlihara.h Pajak Dan
Pcriritdn Kdndo.aatr Dine
Opcre.ional Atau Lapugatr

Juml.h K6ndana! Dtrru
Crplra3ional Atru LepMEu Ydng
Dip6lihss Dan Dibeyarkln PrJek
Dar Porilinantrya

5 Unit 6 Unit {a,ooo.ooo,oo 6 trnit 45 000.ooo,oo 6 Untr 45.ooo,o00.oo 6 Unit
45,OOO.OuO.OO

6 Unit 4S.000.000,00

Pemeliheraan P€ralatan
l)an Mo.i, L.irnys

Jumlah Poralatan Dan Merio
I.alntry. YEnt DipElih$a 6 Unit 23 Uait 14.500.ooo,o0 23 Unit

14.500.ooo,00 23 L,rnit
I 4.500.O00,oo 2A Untt l4.500.mo.oo ?3 Unit

t 4,500.mo,oo

tbtuIih&Ean/R6habilit{!i
Ooduns Kantor Dan
B6ngunan Leitrnye

Judd.lt Oodung liutor Dan
B.ngunan Lainaya Ysng DipolihrE
/ Dimhabilit$i

D Unit 0 Utrit O Unit O Unit 0 Unit O Unit

P.melihoraon/R€babiliraBi
Sarua Dan ltala.ana
Gedutrg Kanto. Atau
Bsngun&n Lrinnya

Juhlah Sorano Dan Prnsa.dnd
Godung (antor Ahu BspDan
Lainnya Yang
Dipelih&/ Direh{bilit$i

I Unil I Unil
22A.6A9.7A7,OA I Unit

42.O00.OOO,00 I Unit 42 00c.0uo.00 I Unil
42.OO0.000.o0 I Unit 42.000.000,o0

20JO

I

I
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larget Dan Pagu IndikatifTahun
2026 2027 202a 2029 20JO

Bidang Urusan / Pmgram
/Oubome / Xcgiaten
/Subk siat{ Output

Indikat0r outcorc / Output BeroUoe ?O24

Targ6t Ta186t Ta!8.t Pagu Tarsct PaBu ?argat Pagu

Ket

l1) l2) l3) (4) ls) t6l 17t lE) te) ro) lr ll lt2) 113) ( 14)

PEgram PctryolGngiaran
Pomorintahan Dan
IcliyMan Publik

PoBentasa Prlakllnaan
Polimpahan Kowdnan8an Uru!&n
Percrintahan Umum Dari Xcpala
Daerah Kopada CaBrt

100% lu0%
a5.000.o00,oo loo%

3 I 5.9u9.200,oo 100.6
43 I Ob6.O00.00 LOO%

4A9.330 550.OO
tao%

7 I L064.270,00 s.3 I

Ponlcl.ngSnram Unraan
Percdntahen Yaag Tidak
Dllaklanak.n Uleh Unit
IGda Perangkit Doirah
Yang Ada Di Kocrmatu

P6nolt{c Pshktoau UruEsn
Y.nBTidak Dil6krrnakan Ul.h Unit
Korj6 LajD

loo% loo%
10.ooo.o00,oo 100%

lo,ooo.ooo,oo lo.ooo.ooo.oo toovL lo.ooo.mo.oo too% lo.oo0.000,oo

Parllari Porccrden
Pcnorpaie gt@da.
Pcl.yMan Mlnlml Di
\llil.yah l(com.taD

Laprran

Mioimal Di

Jumlah

Polayanf,a

Fa{itdi
Stsdff
Wilayrh 0 LrporM o Lapor$ I Laporm

5.000.000,00 I Laporan
5.000.o00.o0 I L.pohn

5.O00,(x)0,00 I Laporrn 5.000.ooo,00

PGninlkrhn Elclrjitr
Pahklenfn PolayMaa
l(cpedr ltluytrrkat Dl
Wil.Fh lcacam!t.n

JurJrh Lrpoen Poniagk{t o
Bfokrifit$ Pslaksdmm P.layanatr
Kcpada Mr.y.rskrt Di Wlleyah
liccamatan

0 L.po.an I Laporan lo.ooo ooo,oo 1 Lapore
5.O00_ooo,oo 5,0m.oo0,oo 5.ooo.mo,oo I Laporan

5.OOO,OOO,OO

Iioor!,inr.i Pcmcllhr6.n
Prea(aaa Dan Siuna
Itlry.nan UBurt

Parontsc l,ioordiMri
Pamclihtrq4n Pri[tratra D{n
g.amr P6hy.nas Uoum

too,^ 100%
I 5.000.000.o0 lo0%

I t.o00.000,oo IO0%
I 5.000.o00,00 toolh

r s,oo0.ouo.00 t00%
15.000.000,00

footdld..t/sif,ar3l Disg6n
Prrintkrt D...ah
Dan/Areu lnrtrnri Vrtlkd
Yart T.rkait D.rlm
PlmlliharrrD SqraDr Dan
P!..emnr Pehvdan
Umuh

Junrlah Dokumco
liootdinsl/sinorgi IJ.trBsn
P.rangkAt Da.rrh Datr/Atru
ln.tsri Vcnlkal Yena ?crkeit
brlu Pmolihf,tun Sarmr Drn
Prdoano PslarMAn Umu0

I Lrporu I Dokurun
I 5.O00.o00,o0 I Dokum.n

I S,000,000,oo I Dokumctr l5 DO0,ooo,oo I Dokunon
I S.000,8)o.oo 1 Dokumcn

r s.000.ooo,oo

Po m6rin t ahan
Dilimp!hhao

Yant
l(rpada

P6n6ntA.. U.uian Pollmp.hrn
X.pado Camct Yan8 Dilot!anakM loo% loo%

6O.O00.0o0,oo I00%
290.9A9 .200 ,00 loo%

406.0a6.000.00 lo0%
464.330,550,o0 l00h

6A6 064,270,00

P.lakranMn UrilBan
Plmcrlntahrn YM8 tcrk&it
DGnIAo l.rworiiugan L.in
Yang Dilihpahku

li€wrnrnFn
Dilimpehkrn

Jur{rh L.pEreD
Liln Yang 5 L6poran 1 Lrporan 60 000.o00,oo I L6poran

290.qa9.200,o0 1 La[roran
406.086.O00,OO 1 Laporrn 464,330.560,O0 I Laporan 6a6,O64.270,OO

PrclrM FEmb.rdayaaD
MsvMrbt Dcla Dan
I(rlu tahu

P6il6Dts! Lombega
Iicma6yarakat& Dcsa Dah
N(lurahan YaoB Diblna

100% 100.4
107,ooo.000,oo too.a

l0 l,ooo.ooo,oo toooa
lo l.ooo.o00,oo lo0%

lOl.OOO OrJO.OO
loo%

10 1.00o,oo0.00 s.3. r

Kootdttreri KoIlatao
Pcmbordayun D.sa

PcmentMB Kootdinsi Keglrtsn
P6mb.rdayun Dcca 100% lo0%

27.O00.oo0.o0 lo0%
27,OO0.OOO,OO loo%

27.O00,o00,oo 100%
27,O00.oDo,oo t00% 37,000.oo0,00

Peningkatan Partiripsi
Ma.yMrkat Dsl.trr Forum

Di D6a

JurJah hmbaga l(€mvdakabn
Y.ng B.rpdi.ipaBi llalam Forum
Musvawarah PeEncanaao
Pembugutr.a Di De.a

2 Lornbe8e
xom!syarikstetr

2 L.mbaga
K.maayarak!lan 5.o00.000,o0

2 L6mbaga
Iiemasy6rakatan 5.000.o00,00

'f L6mb{ga
I(emasyarakat6n 5.000.o00 00

2 L6mbaSa
IicmaByarakatan 5.0&.(x10,o0

2 Lembag{
Kemaryamkatan 5.000.000.00

Peningkatan EtokEffts
kgiabn Pmberdlyaan
Msytrakat Di Wilayah

Jurilat Ltrporen Peningkatan
Efcldicibs Ko8iatao Pembcrdaymn
Masvuakat Di Wilayah Keamatan 22.OO0 000,00 22.OO0.OO0.00 22.OOO.OOO,OO 22 000.mo.oo 32.O00.OOO,OO

,aa"l

I
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Bidang Urusan / Prcgram
/Out!ome / f,egahn
/subkogiate output

Indikator Ouhome / Output Baselino ?o24

farget Dan Pagu Indikatif Tahun

Ket2026 2027 20:a 20^)o

TErget PaBr Talgat Pe*u Target Paeu Target Pagu Targat Pagu

I1) (2) (3) l4) l5) {6) I7) l8l (el i lo) (l ll lr2) l1s ) ( 14)

Pemberdaymn Lamlbasa
Komasyarakatan Tingkat

PoB6nte6 Lcmtratsa
KemaByarakatan YasE Terlasilitasi
Dan Dibina

100% 100% 60,ooo.ooo,oo
100%

54,ODO.000,OO
I O0% 54.000.ooo.oo loo% 64.000.u00,oo

to0% 64.OOO.000,O0

PeningkeEn KaPsitN
IrDbaga Kcmsyar6kEt&a

Jumlah Lembaga l{omaByuakatan
Yang Ditinr,katkan Kfl psilaEn!'a

1 Lembaga
!16rnasyarel6tm

2 l,€mbega
K6maryd&kalatr 50.ooo.ooo.oo

2 Laebaga
lGmaryatsLatan 44,000.000,00

2 Lomba$e
Ksmaryarakatm 44 000.ooo,o0

2 Lombega
li6m&syarakat ao 44.OOO 000.OO

2 LembaBa
l.6masy[rakataf, 54,O0O.OO0,OO

Psiutari
Uraha
MaBytrEkat

P6t{rab4lBan
Bkonomi

Jumleh L&Foren Fsilitsi
P€ngombangan Uisha Ekonomi
Me6yaaakat

I L8polan 0 Lapaaan 0 Lal,oran 0 Laporrn I Laporan I0,000.(m0.oo 0 Lhporan

Fsittaai P€menfaotd
Tcknologi T6pat outr.

Jumlah Lapclan FMilitNi
P.rf,snl'utrn Trknolod TePat Oufla I Laporan I Lapfian

r o.000.o0D.o0 1 Laporarr t0.000.ooo,oo
I LaporEn 10,oo0.ooo.oo I Laporan 10.ooo.o00,00 I Laporan l0,o00,ooo,oo

l,cmb{rday{aa Dan
lfu.ejshlcrun (clq&rga
Tingkat Kdsan*tan Dao
Kclurohotr

PnartrtBa Fastlitsi Dan
Pcfibiae{n Pcmbsldeyun Uan
x.!cjahtffAad l(eluaga lingkat
Kuumtrttrn Ddtr K6lur{hM

100% 100% 20.000.000,00
100% t0.000,000,or)

100%
20.000.o00.00

100% 10.000 000.00
I00%

PctrinSkelan KttahMat
Pnogan Ktludrso

Junlah li.luar6s Yrng Moagikuti
Poainlkst|n Natehenetr l'etrgas
lioluargs

0 KiC.udg{ 40 Kduargd 1o.000.ooo,00 0li6lus({ 0 Koluarga 0 Kelu&rgtr o K6lu&rge

Pcningkatas K6sadu'an
Krluf,!$n D6las
M.wujudk{n Rum.h $ohat
D.n Lrl,ak llrii lhfid
KsDAdor4n HukriE Tef,tat6
I(.pcBilikaD Rurr.h

Juildeh KBIusrEa Y&ng Mbtgikuti
Psairg*lten liiradtran (fluarga
Dals Mowjudkm Rumah S€hat
Dan trysk Huni gt{& Ka*Adamn
Hukum Tsnlang Kepffiilikan
Ruo&h

0 Koluarga 0 Kslutrga .40 l(aluffS 10,oo0.000,00 0 K6Iuargd O Keluarga 0 K6lua.8a

Pcnumbuhao foBAd.Eran
liduargt Fdl&m
Pcrintk.tan Dctqiat
Ilesrhatrn Klluugi Dan
tingkungiD Dtngaf,
ManarapliD Pcdlaku
Hidup E6frlh Dsd Soh4t

Juml&h KEluarEs Yetrg M6ngikuti
Psnumbuhrtr triBadtrrao l(rluarEa
Dalam Pctlnuhatao Dtrqiot
trascihatrn }icluergi llen
Llagkun!&n DrngaD Msnetapkrn
P6r11sku Uidup llcsih Datr gthst

U K.iuu$a U llcluMga 0 K6luMBA 40 Kolu0rgd l0 000,o00,oo 0 KeluarEtr o !{.61u arga

knumbuhon K€sadMan
ILluarga Drrjs&
Pcdngkrtan TMaf Hidup
(eluarge Melalui
L:6hidupatr B.rkopcrEsi
Du Peogemborgan
Ekoflorni Leitrdye

Jun[ah (aluarga Ydtrg Mcnglktti
Petrumbuhan Kdd&rran (6luuga
Delam Prningkatan Tataf Hidup
Keluaryi Melalui K.hidupan
Bcrkoporai Den t'€ngcmbangtt
Ekonool Lainnya

0 Reluuga o KoluMgd o Kolua.ga 0 KolueBa 40 K€luarga 1Cr.(r00,o00.00
0 Kaluarga

Psl&tihan Kolus ge TarSgap
Jufirldh (lluarga YanB Mctrgikuti
Pelatlhan Keluar&a Tangsp 0 Kduuga 40 KoluMga 10.ooo.o00,oo 0 l(eluarga O K6luarga o Koluar8a o l(eluE.ga

Peletihdn Ketusga Tenggap
Bencana Rumah TanBga

Jumlah Xeluarga YenB Mengkuti
Pclatihan KeluRrea Tanggap
BenL:atra Rumah TanrESA

0 Kduarga o Keluarga 40 Keluarga 1o.000.000,oo
O KeluerBa o Keluarga 0 (eluaraa



-97 -

Bidang Urucan / Prcgram
/outcomc / E8siatan
/6ubLogiatd OulPIt

lndikdor Outcoc / Output Baroline 2O24

Taryet Dan Pagu IidikatifTahun

Ket20 26 2027 2C2A 2029 20JO

Target Pagu Tary6t PaBu Targct Pagu Ta.Bet Pagu Targ6t Pagu

ll) l2) (31 l4) t5) l6) t7t (ts) {e) ( 10) l1 1) lr2) 113) ( r4)

P€numbuhan Dan
Pcdngkdtan kBadtran
licluarya Ddlam
Iiet.rlibatan PGEnca,@n
khiduprn Mooqiu
(6luarga Blrkualitar

Junlah [aluarga Yrng Motrgikuti
Penumbuhu DM Peningkotan
Ifuradaratr Kcluuga Dnlant
(st.rlibabn PcFncanuo
IGhidupan Monuju KDlusga
Barlualitq!

0 Kduarga O KBluMSa o KdlusEA 40 KoluarEa 10.000.o00.o0
o K€luarga 0 Keluarga

Prugram Koo.dinasi
f.trntraman Dan
Kd6niban Umum

Pcnantilc Xootdin.li P6tr6irkan
Porda Ydng BarLaltM Dongan
K6t.nt.ere llan Lototilb{n
Umum

too.4 TOOo/o 40,ooo.o00,oo
loo% 40.oo0.ooo,00

l0o% 40.ooo.ooo.oo lo0% 40.0or),oDo,oo
1009(, 40.0oD.000,oo s.3.1

Koordioa!i
Penyclsngaeraan

N.tofriban Umum

Upaya

Dan

P.6ratmc K6ordtna3i Datr
P6mbinae Upaya Pfi yolooSsarua
Kol6f,tms Dro (otodiban
Umum

100% lo0%
22.OOO.OOO,OO

to0%
22.Om.OOO,OO

100% 22 000.ooo.oo 100% 2:.OOO.m0.O0 t00% 22,OOO,@0,O0

Slnargltri Dtngan
Icpollrian N.8ar& REpublik
lDdoadi! Tcntrra l{rtioDll
Iodonilie Ds ItllaD.i
v.rtik.l Di Wil6Yrh
Xccodtan

Jutril.h Llpor.o Hsil gtaarlikr
Dodgan KEpoliriM il(8ata R.Publik
lodonai. Toatstu Nsionsl
Indoaaia Drn laltinri V!(ikal Di
Wihyah lGcamhn

I Lapors 2 Lrpo.u 10.ooo.ooo.o0 2 Lrpo.u to,ooo,000.oo 2 LaForun 10 0m.ooo.oo 2 Lapo.rD to o00.mo.oo 2 LaFolrn lo.ooD.ooo.oo

llardronirari Hubutrgsn
DcdIAn Toloh ASom Dan
loLoh Mdyrnkut

Juml.h LaDotan Prlak.rtred
Hsrmonhitl HubuAgs
Tokoh Ag6ma Dan
M*ya.kat

DcnE{n
Tokoh

I LaFo.m I La[or6n
I 2.O00,000,00

I Laporan 12.000.000,00
I LaForf,n

I 2.000.000.00 I Laporan l2.000.0110,00
I Laporan 12.000.000,00

Locrdin!.i FEnrtopon Don
Pcncjrl. n Pcrdu.rn
Derreh Dan Plaaltrrrn
Kcpdr Det h

looof loo% 1a.000.o00,00
too% 1a.000.oo0.00 loo% la om.o0o.00 loo% 14.000.(}Jo.00 loo% 14.000.o00,oo

ltu6rdiDari/stDar[i DmB!D
Pcr.f,akri Dadeh Yang
TuIai Drn
Bidrng

FuDeDinytr Di
Psnclaken

Farundaag-
Undangan
licpollrirn

D8/Atau
N.grE FcpnbUk

Indon6ia

Jufilrh Laporm
Koordtnori/8it!.8i Dengan
Padtrgkrt D&tah YrnI Tugu Dsn
Furgrlnyr Di Bidang P.nGIrk n
Po(turM Frund.ng-UndMlu
D.n/At.u lbpoliaiatr Nclara
R.publi,. lndoD.3i.

I L6poran 2 L!poran 1a 000.ooo,oo
2 Laportrn la.o00 000,00 2 Laporrn 1a ooo.ooo.oo 2 Laporrn l8.ooo wo,00 2 Laporan 14.000.000,oo

Pbgranr
Uilaan
Umum

P!nyEldngg&raan
Pe me rin krhan

Pcmontaao Koordinsi Palak.anMn
Ponyolengguean Uruian
Poturintahan UmuE

t00% loo% 144.976.650.O0
loo% l20.ooo,oo0,00

100%
I 20.OOO.OO0,O0

100% 120.000.ooo,oo 100% l20,o00.ooo,o0
8.3. 1

P!aycl6ngBaEatr
P6m.nntahan
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4.2 lJraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian Program Prioritas

Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung, Kecamatan Banjaran

berkomitmen untuk menyelaraskan arah kebijakan dan kegiatan

pembangunan dengan Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan

Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabel. Sebagai

perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis, kecamatan berperan

penting sebagai perpanjangan tangan Kepala Daerah dalam

mengoordinasikan, memfasilitasi, serta mengawasi pelaksanaan urusan

pemerintahan di witayah ke{anya. Dengan posisi tersebut, Kecamatan

Banjaran tidak hanya menjadi simpul koordinasi pemerintahan, tetapi juga

sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan publik yang

berkualitas kepada masyarakat.

Pelaksanaan misi ini menuntut adanya tata kelola pemerintahan

yang baik (good gouemance), dengan menekankan prinsip transparansi,

akuntabilitas, partisipasi, serta efektivitas dalam setiap aspek

penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui

peningkatan kapasitas aparatur, optimalisasi pemanfaatan kewenangan

yang dilimpahkan, serta penguatan peran masyarakat dalam mendukung

penyelenggaraan pembangunan. Dengan demikian, setiap program

prioritas yang dilaksanakan di tingkat kecamatan diharapkan dapat

memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan

publik dan tercapainya kepuasan masyarakat. Selain itu, Kecamatan

Banjaran juga berperan dalam mendorong sinergi antara pemerintah desa,

lembaga kemasyarakatan, serta unsur masyarakat lainnya agar

pelaksanaan pembangunan be{alan secara lebih terarah, inklusif, dan

berkelanjutan. Melalui berbagai program prioritas, Kecamatan Banjaran

berupaya menghadirkan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan

masyarakat, memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku

kepentingan, serta memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan

selaras dengan arah pembangunan daerah.

Dengan landasan tersebut, program prioritas yang diampu oleh

Kecamatan Banjaran kemudian dijabarkan ke dalam outcome dan

subkegiatan yang terukur. Seluruh program ini didesain tidak hanya untuk

meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan, melainkan juga untuk
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memperkuat peran masyarakat dalam pembangunan, memperkokoh

wawasan kebangsaan, serta memastikan keterpaduan antara

pembangunan daerah dan pembangunan desa. Keseluruhan program

prioritas beserta outcome dan subkegiatan yang mendukungnya

digambarkan secara rinci pada tabel di bawah ini.

Tabel4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas

Pembangunan Daerah

No. Program Prioritas Outcome Subkegiatan Ket.
(1) (21 (3) (41 (st

1 Program
Penyelenggaraan
Pemerintah dan
Pelayanan
PublikPelayanarr
Publik

Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
kecamatan dalam
mengelola urusan
pemerintahan umum
sebagai perpanjangan
tangan Kepala Daerah

Pelaksanaan Urusan
Pemerintahan yang
Terkait dengan
Kewenangan Larn yang
Dilimpahkan

2 Program
Pemberdayaan
Masyarakat Desa
dan Kelurahan

Meningkatnya
kapasitas dan peran
Lembaga
Kemasyarakatan Desa
dan Kelurahan dalam
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan dan
pemberdayaan
masyarakat

Peningkatan Efektifitas
Klegtratan Pemberdayaan
Masyarakat di Wilayah
Kecamatan

3 Program
Penyelenggaraan
Urusan
Pemerintahan
Umum

Meningkatnya
efektivitas koordinasi
kecamatan dalam
penyelenggaraan
urusan pemerintahan
umum di wilayah kerja
kecamatan

Fasilitasi Koordinasi dan
Pembinaan (Bimtek
Sosialisasi Konsultasi)
Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional
Pelaksanaan Tugas
Forum Koordinasi
Pimpinan di Kecamatan

4 Program
Pembinaan dan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa

Meningkatnya kinerja
penyelenggaraan
pemerinta-han clesa
melalui pembinaan,
monitoring, dan
evaluasi yang
berkesinambungan di
wilayah kecamatan

Fasilitasi Administrasi
Tata Pemerintahan Desa

Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa dan
Pendayagunaan Aset
Desa
Fasilitasi Sinkronisasi
Perencanaan
Pembangunan Daerah
dengan Pembangunan
Desa

Sumber: Hasil Analisis Kecamatan Banjaran,2025
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4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Ttrjuan dan Sasaran Renstra PD Tahun

2025-2029 melalui IKU PD

Kinerja adalah hasil ke{a kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh

organisasi perangkat perangkat daerah dalam melaksanakan fungsinya

sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja tersebut harus
memiliki indikator kinerja sebagai acuan tingkat ketercapaiannya. Dengan

adanya indikator kinerja pada perencanaan maka terdapat alat ukur yang

digunakan untuk menentukan apa.kah rencana yang ditetapkan tercapai

atau tidak. Selain itu, penetapan indikator kinerja dapat meningkatkan
kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran

yang tidak relevan dengan kebutuhan perangkat daerah dalam
melaksanakan fungsinya

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif
dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan
Banjaran menetapkan Indikator Kine4'a Utama (IKU) sebagai tolok ukur
pencapaian tujuan strategis selama periode 2025-2029. IKU ini dirancang
tidak hanya untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program
pembangunan, tetapi juga untuk mengukur dampak nyata terhadap
peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk
memahami keterkaitan antara setiap indikator dengan arah kebijakan
pembangunan wilayah, agar pelaksanaan program dapat beq'alan secara

terukur, terarah, dan berkelanjutan.
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Tabel 4.4 Indikator Kineda Utama Kecamatan Banjaran

No Indikator Satuan
Baseline Tahun

2024
Target Tahun

Keterangan2025 2026 2027 2028 2029 2030
(1) (21 (s) (4) (s) (6) (7) (8) (e) (1 0) (l 1)

1 Laju Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM) o/o 4,O4 o,22 0,35 o,47 0,5 I U,Jb o,67

Pereentase dari selisih nilai

IKM di kecamatan antara

tahun berjalan dengan

tahun sebelumnya,

dibandingkan dengan nilai

IKM tahun sebelumnya
SuEber: Ilasll Anali8is
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4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun

2025-2029 melalui IKK

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan

daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun

2025-2029, Kecamatan Banjaran menetapkan Indikator Kinerja Kunci

(IKK) sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik

dan tata kelola pemerintahan. Penetapan IKK menjadi instrumen penting

dalam memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan yang

dilaksanakan di tingkat kecamatan dapat terukur dan terarah, sehingga

dampaknya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Melalui indikator

yang jelas, pemerintah kecamatan berupaya membangun tata kelola

pemerintahan yang akuntabel, transparan, serta berorientasi pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu indikator utama yang menjadi perhatian adalah Laju

Indeks Kepuasan Masyarakat (lKM). Indikator ini menggambarkan tingkat

kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh

perangkat kecamatan, baik dari aspek kecepatan, ketepatan, maupun

sikap aparatur dalam melaksanakan tugasnya. IKM menjadi barometer

yang relevan untuk menilai efektivitas pelayanan publik serta menentukan

arah kebijakan dalam meningkatkan kualitas layanan. Evaluasi IKM

dilakukan secara periodik setiap tahun selama periode perencanaan 2025-

2029, sehingga pemerintah kecamatan dapat mengidentifikasi kendala,

melakukan perbaikan berkelanj utan, sekaligus memperkuat praktik-

praktik pelayanan yang sudah berjalan baik.

Adapun proyeksi dan capaian target Izju Indeks Kepuasan

Masyarakat Kecamatan Banjaran selama periode perencanaan ditetapkan

secara bertahap untuk mencerminkan adanya peningkatan yang konsisten

dari tahun ke tahun. Target tersebut disajikan dalam Tabel 4.5 sebagai

acuan dalam mengukur kinerja sekaligus arah pembangunan pelayanan

publik kecamatan.
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Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No lndikator StatuB SatLlan
Baseline Tahun

2024

Target Tahun
Keterangan

2025 2026 2027 2028 2029 2030

(1) (21 (3) (4) (s) (6) 17l (8) (e) (10) (11) lt2l

Laju Indeks Kepuasan MasYarakat

(IKM)
positif o/o 4.O4 a,22 0,35 o,47 0,5 1 0,55 o,67

Persentase dari selisih

nilai IKM di kecamatan

&ritara tahun berjalan

dengan tahun

sebelumnya,

dibandingkan dengan nilai

IKM tahun sebelumnya

Sumber:

1.
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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penyusunan Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan

Banjaran Tahun 2A25-2A29 merupakan wujud perencanaan

pembangunan daerah pada tingkat kecamatan yang berorientasi pada

pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan Kabupaten

Bandung. Dokumen ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan

Banjaran sebagai perangkat daerah kewilayahan, dengan tetap mengacu

pada arah kebijakan dan program prioritas pembangunan daerah

sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2425-

2029.

Renstra Kecamatan Banjaran menjadi pedoman operasional bagi

seluruh jajaran kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatan

yang mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan tata

kelola pemerintahan, serta pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Melalui dokumen ini, arah kebijakan, strategi, program, indikator kinerja,

dan target yang ditetapkan dapat terukur secara sistematis, sehingga

pelaksanaannya lebih terarah, terintegrasi, dan akuntabel. Lebih lanjut,

penyusunan Renstra ini menegaskan komitmen Kecamatan Banjaran

untuk berperan aktjf dalam mendukung tercapainya tujuan pembangunan

daerah, sekaligus memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang

dilaksanakan memberikan manfaat nyata bagr masyarakat. Dengan

demikian, Renstra Kecamatan Banjaran 2A25-2029 tidak hanya menjadi

dokumen perencanaan, tetapi juga instrumen strategis yang menjembatani

kebijakan daerah dengan implementasi nyata di lapangan.

Dengan adanya dokumen Renstra ini, diharapkan penyelenggaraan

pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan Banjaran dapat

semakin efektif, transparan, dan responsif, serta mampu mewujudkan

sasaran pembangunan yang sejalan dengan arah kebijakan Pemerintah

Kabupaten Bandung..

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Dalam penJrusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra)

Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2A29 berpedoman pada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan arah
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kebijakan pembangunan daerah. Pen5rusunan Renstra ini dilaksanakan

dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 86 Tahun 24fi tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Instruksi Menteri

Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2A25 tentang Pedoman Feny-usunan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025-2029, sebagai dasar operasional terbaru dalam penyusunan

dokumen perencanaan.

Selain itu, Renstra Kecamatan Banjaran juga disusun berdasarkan

keselarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2025-2A29. Ha1 ini bertujuan untuk

memastikan konsistensi antara dokumen perencanaan di tingkat

kecamatan dengan dokumen perencanaan pembangunan di tingkat

kabupaten, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan

mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan

daerah. Dalam pelaksanaannya, pen1nrsunan Renstra dilakukan secara

sistematis melalui tahapan identifikasi isu strategis, perumusan tujuan

dan sasaran, penetapan program, hingga uraian indikator kine4'a dan

target yang terukur. Proses penJrusunan juga memperhatikan prinsip

partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis data, sehingga dokumen

yang dihasilkan dapat menjadi acuan yang sahih dan operasional dalam

penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

Dengan demikian, kaidah pelaksanaan penJrusunan Renstra

Kecamatan Banjaran Tahun 2025-2A29 fidak hanya menekankan pada

pemenuhan aspek regulatif sebagaimana diatur dalam peraturan dan

instruksi menteri, tetapi juga pada integrasi dan sinkronisasi kebijakan,

agar dokumen Renstra benar-benar mampu menjadi pedoman strategis

dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas serta mendukung

pencapaian pembangunan Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Perencanaan dan

Pelaksanaan Pembangunan

Rencana tindak lanjut terhadap Renstra ini akan diwujudkan

melalui penJrusunan Rencana Kerja Tahunan {Renja) Kecamatan yang

berpedoman pada sasaran dan indikator dalam dokumen ini. Setiap

tahapan pembangunan akan dipantau dan dievaluasi secara berkala guna
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memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan target yang telah

ditetapkan. Pengendalian dilaksanakan melialui mekanisme monitoring

intemal dan pelaporan kinerja yang terintegrasi dengan sistem pelaporan

kinerja pemerintah daerah. Evaluasi dilakukan dalam bentuk evaluasi

tahunan dan evaluasi paruh waktu (mid-term), yang bertujuan untuk

mengidentifikasi capaian, hambatan, dan peluang perbaikan.

Hasil evaluasi akan menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan

penyesuaian dan strategi percepatan capaian, sekaligus memperkuat

transparansi dan akuntabilitas publik terhadap kinerja Pemerintah

Kecamatan Banjaran.

Soreang, September2025

CAMAT BANJARAN,

KASTAWIGUNA

BA UNG,

ttd

ADANG SUPRIATNA
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